
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa 
Tengah.(Berita. Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan. (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4389); 

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 
Negara. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5587),sebagaimana telah beberapakali cliubah terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

Mengingat 

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47A ayat (1) Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang 
Pemilihan Kepala Desa; 

b. bahwa guna memberikan petunjuk operasional terhadap pemilihan 
Kepala Desa Antar Waktu melalui musyawarah desa perlu clisusun 
Petunjuk Pelaksanaannya; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana climaksud pada 
huruf a, dan huruf b perlu diteta.pkan Peraturan Bupati tentang 
Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu melalui Musyawarah Desa; 

Menimbang 

PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU MELALUt MtiSYAWARAH DESA 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI TEGAL, 

TENTANG 

PERATURAN BUPATI TEGAL 
NOMOR . 12· TAHUN 2019 

PROVINS! JAWA TENGAH 

BUPATITEGAL 



PERATURAN BUPATI TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR 
WAKTU MELALUI MUSYAWARAH DESA. 

MEMUTUSKAN: 

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1984 tentang Pernindahan 
lbukota Kabupaten Daerah Tingkat II Tega! Dari Wilayah 
Kotamadya Daerah Tingkat II Tega! Ke Slawi Di Wilayah 
Kabupaten Daerah Tingkat II Tega!. (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1984 Nomor 2); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan 
Batas Wilayah Madya Daerah Tingkat II Tega! dan Kabupaten 
Daerah Tingkat II Tegal. (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1984 Nomor -2); 

8. Peraturan Pemerintah · Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 
Pelaksanaan Undang- Undang 'Nomor 6 ·Tahun 2014 tentang Desa 
[Lembaran Negara Republik Indonesia Tahilii 2014 Nomor 123, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 7 
Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 
43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5539); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang 
Pemilihan Kepala Desa, sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 
2014 ten tang Pemilihan Kepala Desa. (Berit.a Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092); 

-io. Peraturan Daerah Kabupaten ·Tega! Nomor 6 "Iahun ·2ors tentang 
Kepala Desa, -Petangbt Desa dan Badan Pemiusyawatatim Desa 
(Lembaran Daerah Kabupaten Tega! Tahun 2015 Nomor 6, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 94), 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten 
Tegal Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan 
Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2015 tentang Kepala 
Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan 
Desa.(Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2016 Nomor 14); 

Menetapkan 



BABI 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Tegal. 
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara 

pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang 
menjadi kewenangan daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Tegal. 
4. Kecamata.n adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten 

Tegal. 
5. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wllayah kerja di tingkat 

kecamatan dalam Kabupaten Tegal. 
6. Desa adalah kesatuan masya.rakat hukum yang memiliki 'betas wilayah yang 

berwenang untuk .mengatur dan .mengUrt.Is urusan pemetintahan, kepentingan 
masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau 
hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara 
Kesatuan Republik Indonesia. 

7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan 
kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan 
Republik Indonesia. 

8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Desa. 

9. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas 
dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah ta.ngga Desanya dan 
melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah; 

10. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam 
penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan 
unsur pendtikung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan ·kebijakan yang 
diwadahidalam bentuk.Pelaksana T-elmis dan Unsur-Kewilayahan. 

11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga 
yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari 

.penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah . dan ditetapkan secara 
demokratis. 

12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah 
rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa. 

13. Panitia Pemilihan Kepala Desa antar walctu yang selanjutnya disebut Panitia 
Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan 
proses Pemilihan Kepala Desa antar waktu. 

14. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara 
Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara 
tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan 
pemerintahan. 

TS. Aparatur Bipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai 
Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian keria yang bekerja pada 
instansi Pemerintah; 



Pasal 3 
Pemilihan Kepala Desa antar waktu melalui musyawarah desadilaksanakan melalui 
tahapan: 
a. persiapan; 
b.pelaksanaan;dan 
c. pelaporan. 

BAB III 
TAHAPAN PELAKSANAAN 

PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU MUSYAWARAH DESA 

Pasal 2 
(1) Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu melalui musyawarah desa dilaksanakan 

apabila terjadi kekosonganjabatan Kepala Desa dengan sisa masa jabatan lebih 
dari 1 (satti} tahun disebabkan Kepala Desa berhenti dan/ atau diberhentikan 
karena: 
a. meninggal dunia; 
b. permintaan sendiri; 
c. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap 

secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan; 
-d. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa; 
e. melanggar larangan sebagai Kepala Desa; 
f. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa; atau 
g. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan Pengadilan yang telah 

mempunyai kekuatan 'hukum tetap. 
(2) Mtisyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 

6 .(enam) bulan sejak Kepala Desa berhenti dan/ atau diberhentikan. 
(3) Masa jabatan Kepala Desa yang ditetapkan melalui musyawarah desa 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak tanggal pelantikan sampai 
dengan habis sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan. 

BAB II 
PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU MELALUI MUSYAWARAH DESA 

16. Putusan Pengadilan adalah pemyataan hakim yang diucapkan dalam sidang 
Pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari 
segala tuntutan hukum. 

17. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya 
berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. 

18. Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di 
Pengadilan; 

19. Terpidana adalah -seorang yang dipidan-a berdasarkan putusan Pengadilan yang 
telah memperoleh kekuatan hukum tetap. 

20. Harl adalah hari kerja. 
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Pasal 5 
(1) Dalam rapat BPD untuk membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dituangkan dalam Berita Acara 
Rapat dengan dilampiri daftar hadir. 

(2) Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu sebagimana dimaksud 
dalam Pasal 4 huruf a ditetapkan dengan keputusan BPD, dan dilaporkan 
kepada Bupati melalui Camat dilampiri Berita Acara paling lambat 7 (tujuh) hari 
sejak ditetapkan. 

(3) Pembentukan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a 
terdiri atas Perangkat Desa dan unsur masyarakat. 

(4) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a berjumlah 
paling banyak 9 (sembilan) orang. 

(5) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a 
bertanggungjawab 'kepada pimpinan BPD. 

{6) Conteh Berita Acara Rapat BPD sebagaimana dimaksud pads. ayat (1) adalah 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Paragraf2 
Kepanitiaan 

Pasal 4 
Tahapan Persiapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a, meliputi: 

a. pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu oleh BPD paling lama 
dalam jangka waktu 15 (1ima belas) hari terhitung sejak Kepala Desa berhenti 
dan/ atau diberhentikan; 

b. pengajuan biaya Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dengan beban Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Desa oleh Panitia pemilihan kepada penjabat Kepala 
Desa paling lama jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung -sejak Panitia 
Pemilihan dibentuk; 

-0. pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh Penjabat Kepala Desa paling lama 
dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh Panitia 
Pemilihan; 

d. pengumuman dan pendaftaran bakal calon Kepala Desa antar waktu oleh 
Panitia Pemilihan dalam jangka waktu 1 S ·(lima 'belas] 'hari; 

e. penelitian kelengka.pan persyaratan administrasi bakal calon oleh Panitia 
Pemilihan dalarnjangka waktu 7.(tujuh) hari; dan 

f. penetapan calon Kepala Desa antar waktu oleh Panitia Pemilihan paling sedikit 
2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon .yang dimintakan 
pengesahan musyawarah desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak 
dipilih dalam musyawarah desa. 

Bagian kesatu 
Tahap Persiapan 

Paragraf 1 
Umum 
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Pasal 6 
·(1) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) terdiri atas 

pengurus lembaga kemasyarakatan Desa dan tokoh masyarakat yang tidak 
mencalonkan diri. 

~ Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dapat berasal dari unsur Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa, unsur 
Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, unsur Karang Taruna, Rukun Warga, 
Rukun Tetangga. 

(3) Tokoh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dapat berasal dari 
tokoh agama, tokoh wanita, tokoh pemuda, tokoh pendidikan, perwakilan 
Ic.elompok .tam, nelayan, petajifi, pemerhati perempuan dan petlifidUngan anak, 
dan/ atau keterwakilan masyarakat kurang mampu. 

(4) Jumlah tokoh mas.yarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diwakili paling 
banyak 3 (tiga) orang dari masing-masing unsur. 

(5) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) terdiri atas: 
a. Ketua; 
b. Sekretaris; 
c. Bendahara; 
d. Seksi Penetapan Peserta Musyawarah; 
e. Seksi Penjaringan dan Penyaringan; 
f. SeksiRapat dan Musyawarah; 
g. Seksi Publikasi dan Dokumentasi; 
h, Seksi Perlengkapan dan Pembantu Umum; dan 
i. Seksi Keamanan dan Ketertiban. 

(6) Penetapan dalam jabatan di kepanitiaan sebagaimana dimaksud .pada ayat .(5) 
adalah dari dan oleh peserta didasarkan pada basil mus.yawarah anggota Panitia 
Pemilihan. 

(7) Panitia Pemilihan bersifat mandiri, tidak memihak dan wajib berlaku serta 
bersikap jujur, adil,transparan, dan penuh tanggungjawab. 

(8) Anggota BPD dilarang menjadi Panitia Pemilihan. 
(9) Anggota Panitia Pemilihan dilarang mempunyai hubungan keluarga dalam garis 

lurus satu tingkat baik keatas, kebawah maupun kesamping dengan bakal 
calon Kepala Desa antar waktu. 

(10) Hubungan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (9} adalah bapak-ibu 
kandung, bapak-ibu mertua, isteri, anak, kakak-adik. 

(11) Apabila dalam pelaksanaan terdapat keluarga dari Panitia sebagaimana 
dimaksud pada ayat (9) dan ayat (10) yang mencalonkan diri dalam Pemilihan 
·Kepala Desa antar waktu, maim. terhitung sejak tanggal mendaftarkan diri, BPD 
harus memberhentikan anggota Panitia. dimakeud dari kepanitiaan. 

(12) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) mempunyai 
tugas dan kewajiban: 

(7) Contoh Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 
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a. merencanakan,mengkoordinasikan,menyelenggarakan, dan mengendalikan 
semua tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa antar waktu; 

b. merencanakan dan mengajukan biaya Pemilihan Kepala Desa antar waktu 
kepada Penjabat Kepala Desa; 

c. mengumumkan dan melaksanakan sosialisasi tahapan dan proses 
Pemilihan Kepala Desa antar waktu melalui musyawarah desa kepada 
masyarakat; 

d. melaksanakan pendaftaran bakal calon Kepala Desa antar waktu; 
e. melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon Kepala Desa antar 

waktu meliputi penelitian syarat administrasi; 
f. menetapkan bakal calon Kepala Desa antar waktu menjadi calon Kepala 

Desa antar waktu dengan Keputusan Panitia; 
g. mengumumkan nama-nama calon Kepala Desa antar waktu yang berhak 

dipilih dalam musyawarah desa; 
h, melaksanakan pengundian nomor Urut bagi calon Kepala Dess. am:ar 

waktu; 
i. menetapkanKeputusan Panitia tentang Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa 

Antar Waktu, minimal mengatur tentang: 
1. ketentuan pendaftaran bakal calon, meliputi waktu, tempat dan syarat ; 
2. ketentuan tentang tata cara pelaksanaan pemilihan; 
3.ketentuan mengenai sanksi bagi bakal calon Kepala Desa antar waktu 

yang mengundurkan diri setelah ditetapkan sebagai calon atau calon 
yang mengundurkan diri setelah dilakukan undian nomor urut. 

j, memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengka.pan dan tempat rapat 
musyawarah desa untuk pemilihan; 

k. melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat atau pemilih tentang tata 
cara Pemilihan Kepala Desa antar waktu dengan musyawarah desa; 

1. memfasilitasi penyelengaraan musyawarah desa yang dipimpin ketua BPO 
untuk pelakeanaan peniilihan; 

m. menetapkan hasil pemilihan berdasarkan musyawa.rah desa; 
n. menetapkan calon Kepala Desa antar waktu terpilih; 
o. membuat Berita Acara dalam setiap rapat yang terkait dengan kcgiatan 

Panitia, mulai dari .persiapan, .pelaksanaan dan .pelaporan; 
p. melaporkan pelaksanaan basil pemilihan secara tertulis kepada BPD dalam 

jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah musyawarah desa; 
q. menyampaikan laporan pertanggungjawaban biaya dan pelaksanaan 

pemilihan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pelaksanaan pemilihan 
kepada Penjabat Kepala Desa melalui BPD. 

(13) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf k dapat dilalrukan 
dengan metode tatap muka dan/atau menggunakan media selebaran, spanduk, 
benner dan cara lain yang dianggap efektif serta mudah dipahami oleh 
masyarakat atau perwakilan masyarakat pemilih yang akan ikut dalam 
musyawarah desa. 



Pasal 9 
.( l) Biaya .penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 8 ayat (2) dipergunakan untuk: 
a. Alat Tulis Kantor, tennasuk .pengadaan tinta celup sebagai _penanda .pemilih 

yang telah menggunakan hak pilihnya, apabila pemilihan dilakukan dengan 
pemungutan suara; 

b. pembuatan kotak suara, jika pemilihan dilaksanakan dengan pemungutan 
suara; 

c. pembuatan tanda gambar / foto dan nomor urut calon apabila pemilihan 
dengan pemungutan suara; 

d. pembuatan bilik suara apabila pemilihan dilakukan dengan pemungutan 
suara; 

e. honorarium panitia; 
f. konsumsi rapat-rapat dan akomodasi, termasuk pada saat musyawarah Desa; 
g. pengadaan atau sewa alat-alat perlengkapan termasuk .keperluan pada saat 

dilakeanakan pemilihan baik dengan mtisyawarah Desa atau pemungutan 
suara termasuk meja-kursi, sound system dan tenda/layos; 

h. publikasi serta dokumentasi; 
i. biaya _perjalanan dinas dan akomodasi .yang mungkin diperlukan untuk 

mendapatkan data atau bukti terhadap persyaratan bakal calon Kepala Desa 
antar waktu yang dipandang perlu untuk dildariftkasi keabsahan dan/atau 

Paragraf 3 
Biaya Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu 

Pasal 8 
( 1) Penyclenggaraan Pemilihan Kepala Desa an tar waktu menerapkan prinsip 

sederhana, efisien, dan efektif. 
(2) Biaya penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa antar waktu melalui musyawarah 

desa dibebankan pada APBDesa. 
(3) Biaya penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa antar waktu melalui musyawarah 

desa dilarang dibebankan kepada bakal calon atau calon Kepala Desaantar waktu. 

Pasal 7 
( 1) Untuk kelancaran dan tertib administrasi dalam melaksanakan tugasnya, Panitia 

Pemilihan Kepala Desa antar waktu wajib memiliki stempel dan kop surat. 
(2) Wama tulisan pada kop surat dan tinta stempel sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) adalah hitam. 
(3) Bentuk dan ukuran kop surat, stempel dan sampul surat sebagajmana dirnaksud 

pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran-iV yang merupakan 
'bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

(14) Pelaksanaan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat .(12) dapat dilakukan 
berulang kali dan pada kesempatan yang dianggap memungkinkan. 

(15) Contoh Keputusan Panitia tentang Tata Tertib.sebagaimana dimaksudpada ayat 
(11) huruf i adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran m yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 



Paragraf 1 
Penjaringan dan Penyaringan Bakal Calon Kepala Desa Antar waktu 

Pasal 12 
(1) Panitia Pemilihan melakukan penjaringan bakal calon Kepala Desa antar waktu 

melalui pengumuman dan pendaftaran lowongan jabatan Kepala Desa antar 
waktu dalam jangka waktu 15 (lima betas) hari. 

Pasal 11 
Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) ditujukan kepada masyarakat 
Desa setempat dengan ditempel atau ditempatkan pada papan pengumuman di 
tempat-tempat strategis yang mudah diakses dan diketahui oleh masyarakat. 

Bagian Kedua 
Pelaksanaan 

Pasal 10 
Tahapan pelaksanaanPemilihan Kepala Desa anta.r waktu sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 3 huruf b, meliputi: 
a. penyelenggaraan musyawarah Desa dipimpin oleh ketua BPD yang teknis 

pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh Panitia Pemilihan; 
b. pengesahan calon Kepala Desa antar waktu yang berhak dipilih melalui 

musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara; 
c, pelaksanaan pemilihan Kepala Desa antar waktu oleh Panitia Pemilihan dan 

peserta musyawarah Desa melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui 
pemungutan suara yang telah disepakati oleh musyawarah desa; 

d. pelaperan basil pemilihan Kepala Desa antar-waktu oleh Parutia Pemilihan Kepala 
Desa kepada Musyawarah Desa; dan 

e. pengesahan calon Kepala Desa antar waktu terpilih oleh musyawarah desa dan 
ditetapkan dengan Keputusan Panitia. 

kebenarannya, serta .perjalanan dinas lain yang diperlukan dan masih ada 
keterkaitan dengan tugas dalam kepanitian. 

(2) Biaya penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa antar waktu sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Penjabat Kepala Desa 7 (tujuh ) hari 
terhitung sejak Panitia dibentuk dan ditetapkan, dengan dilampiri: 
a. Proposal dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang ditandatangani oleh ketua 

Panitia dan diketahui oleh ketua BPD; 
b. Surat Keputusan BPD tentang Pembentukan Panitia Pemilihan; 

(3) Persetujuan biaya pemilihan oleh Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak diterimanya ajuan atau 
permohonan dari Panitia. 

(4) Contoh proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tercantum dalam 
Lampiran-V yang merupakan ·bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

(5) Contoh Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
huruf a .tetcantum dalam Uunpiran VI yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 



(2) Pengumuman sebagaimana climaksud pada ayat .(l) melalui ketua RT dan ketua 
RW serta ditempelkan pada tempat-tempat terbuka dan strategis yang mudah 
diakses serta diketahui oleh masyarakat di Iingkungan Desayang bersangkutan. 

(3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi ketentuan mengena:i 
persyaratan bakal calon Kepala Desa antar waktu serta tahapan/ jadwal 
pemllihan. 

(4) Setelah 3 (tiga) hari pengumuman sebagaimana climaksud pada ayat (1), pada 
hari ke 4 (empat) Panitia membuka pendaftaran pelamar bakal calon Kepala Desa 
antar waktu dalam jangka waktu 12 (dua belas) hari. 

(5) Berdasarkan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), baka1 calon 
Kepala Desa antar waktu mendaftarkan diri dan wajib hadir secara pribadi 
denga.n menyerahkan berkas lamaran beserta persyaratannya kepada Panitia 
Pemilihan sesuai dengan tempat dan jadwal serta waktu yang telah ditentukan. 

(6) Surat lamaran ditulis tangan sendiri dan diberi materai secukupnya. 
(7) Pamtia Pemilihan mengadakan penelitian tethadap semua berkas lamaran 

beserta .persyaratan bakal calon Kepala Desa antar waktu yang diterima ke dalam 
blangko penclitian berkas pcrsyaratan dalam .jangka waktu 7 (tujuh) hari scjak 

- . - - 
berakhimya waktu _pendaftaran. 

(8) Contoh blangko penelitian berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (7) adalah 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

(9) Apabila setelah diadakan penelitian oleh Panitia Pemilihan temyata terdapat 
keragu-raguan tentang keabsahan persyaratan yang ditetapkan, maka kepada 
yang bersangkutan diberi kesempatan untuk melengkapinya paling lama 5 (lima) 
hari sejak pemberitahuan oleh Panitia kepada yang bersangkutan, dengan surat 
pemberitahuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

(10) ·Paling lama !/ (tttjuh) hari terhitung sejak pendaftaran dan setelah diadakan 
penelitian terhadap 'berkas lamaran beserta persyarata.nnya oleh Panitla 
Pemilihan dinyatakan -tidak memenuhi syarat, maka dikembalikan kepada 

.pelamar yang. bersangkutan secara tertulis dengan tanda terima disertai 
pcnjelasan atau alasannya, scbagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang 

.. . 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini. 
(11) Dalam penerimaan pendaftaran, Panitia Pemilihan harus memperhatikan 

ketentuan sebagai berikut: 
a. tempat pendaftaran, adalah di Sekretariat Panitia Pemilihan; 
b. waktu pendaftaran mulai hari ketiga pengumuman dibuka sampai dengan 

hari terakhir pembukaan pendaftaran, dengan ketentuan jam pendaftaran 
adalah: 
1. hari Senin sampai dengan hari Kantis dibuka dari jam 07.15 WIB sampai 

denganjam16.15 WIB dan ; 
2. hari Jumat dibuka darijam 07.15 WIB sampai denganjam 10.45 WIB; dan 

c. pada saat mendaftar, bakal calon Kepala Desa Antar Waktu wajib berpakaian 
bebas rapi. 



Pasal 14 
(1) Calon Kepala Desa antar waktu wajib memenuhi persyaratan: 

a. warga Negara Republik Indonesia, yang dibuktikan dengan Kartu Tanda 
Penduduk Elektronik (KTP-el) atau Surat keterangan pengganti KTP-el; 

b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 
c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang 

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta 
mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika; 

d. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama atau 
sederajat; 

e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun padasaat mendaftar; 
f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa Antar Waktu; 
g. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara; 
h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan Pengadilan 

yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak 
pidana dengan ancaman hukuman penjara paling singkat 5 {lima) tahun 
atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara 
dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang 
bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan 
berulang-ulang; 

i. tidak sedang dicabut hak dipilihnya sesuai dengan putusan Pengadilan 
yang telah mempunyaikekuatan hukum tetap; 

J· berbadan sehat, dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter Pemerintah; 
k. bebas narkoba dan/ atau zat psikotropika, dibuktikan dengan surat 

keterangan yang clikeluarkan oleh institusi yang berwenang terkait dengan 
narkoba dan/ atau zat psikotropika; 

1. bersedia bertempat tinggal di Desa setempat apabila terpilih; 
m. tidak pemah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 {tiga) kali masa 

jabatan baik secara berturut-turut atau secara berselang waktu, baik di Desa 
setempat atau Desa lain di seluruh wilayah Republik Indonesia; 

n. lulus tes kejiwaan yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Pemerintah; 
o. perangkat Desa, PNS, TNI/Polri dan anggota DPRD harus menyertakan surat 

persetujuan dari Kepala Desa, Bupati, pembina Kepegawaian, 
pimpinan/ atasan instansinya; 

Pasal 13 
( 1) Penyaringan bakal calon menjadi calon Kepala Desa an tar waktu ditetapkan 

paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) calon. 
(2) Dalam hal jumlah calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memenuhi 

persyaratan lebih dari 3 (tiga) orang, Panitia melakukan seleksi tambahan. 
(3) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas: 

a. pengalaman bekerja/ mengabdi di pemerintahan Desa; dan 
b. tingkat pendidikan. 



Paragraf 3 
Calon Kepala Desa Antar Waktu dari Anggota BPD 

Pasal 16 
Anggota BPD yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa antar waktu 
disamping harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 yang 
bersangkutan diberhentikan oleh Bupati darl keanggotaan BPD terhitung sejak yang 
bersangkutan ditetapkan sebagai calon Kepala Desa antar waktu. 

Pasal 15 
(1) Perangkat Desa _yan_g mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa antar 

waktu disamping memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 
harus mendapatkan ijin cuti dari Penjabat Kepala Desa terhitung sejak yang 
bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Kepala Desa antar waktu sampai 
dengan selesainya penetapan calon Kepala Desa terpilih. 

(2) Tugas Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirangkap oleh 
Perangkat Desa lainnya yang dipandang mampu dan ditetapkan dengan Surat 
Perintah Tugas dari Penjabat Kepala Desa. 

(3) Perangkat Desa yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa antar waktu 
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) apabila terpilih menjadi Kepala Desa an tar 
waktu, yang bersangkutan diberhentikan dari Perangkat desa. 

(4) Contoh surat permohonan ijin cuti sebagaimana dimaksud pada ayat fl) 
sebagalmana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini . 

. (5) Contoh Surat ljin Cuti sebagaimana dimaksud .pada ayat .(l). tercantum dalam 
Lampiran XI _yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Paragraf 2 
Caton Kepala Desa Antar Waktu dari Perangkat Desa 

p. foto copy surat Keputusan pengangkatan, bagi mereka yang bekerja/ atau 
pemah bekerja di lembaga pemerintahan. 

q. tidakpernah diberhentikan dari jabatan Kepala Desa dikarenakan melakukan 
tindak pidana atau melanggar sumpah jabatan atau melanggar 1arangan atau 
tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa pada masa jabatan 
sebelum diadakan proses Pemilihan Kepala Desa gelombang berkenaan. 

(2) Yang termasuk dalam lembaga pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) huruf nterdiri atas: 
a. BPD; 
b. Pemerintah Desa; 
c. Pemerintah Kabupaten; 
d, Pemerintah Provinsi; 
e. Pemerintah Pusat; dan 
f. 'Dewan Perwakilan ·Rakyat, Dewan Perwakilan Daereh, dan Dewan Perwakilan 

Ra.lfyatDaerah;dan 
g. Yang dipersamakan, yaitu anggota TNI dan anggota POLRI. 



Pasal 19 
(1) Sakal calon Kepala Desa antar waktu mengajukan lamaran secara tertulis 

bermaterai cukup kepada Supati melalui Panitia Pemilihan. 

Paragraf6 
Tata Cara Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa Antar Waktu 

Pasal 18 
Pegawai Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara dan yang sejenis yang 
akan mencalonkan diri sebagai Kepala Desa antar waktu, clisamping harus memenuhi 
persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 yang bersangkutan harus 
mendapatkan ijin tertulis dari Pejabat yang berwenang dilingkungan kerjanya. 

Paragraf 5 
Calon Kepala Desa Antar Waktu dari Pegawai Sadan Usaha Milik Daerah 

dan Sadan Usaha Milik Negara 

Pasal 17 
{I] PNS/ASN yang mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa antar waktu 

disamping harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 
harus mendapatkan ijin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian. 

(2) Dalam hal PNS/ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat 
menjadi Kepala Desa antar waktu, yang bersangkutan dibebaskan sementara 
dari jabatannya selama menjadi Kepala Desa antar waktu tanpa kehilangan 
'haknya sebagai l'NS/ASN. 

(3) Anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Republik Indonesia yang 
mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa antar waktu disamping harus 
memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 harus 
mendapatkan ,ijin dari atasannya sesuai dengan ketentuan .peraruranperundeng 
undangan. 

(4) PNS/ASN, anggota Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Republik 
Indonesia yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa antar waktu 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) berhak mendapatkan 
tunjangan Kepala Desa dan penghasilan lainnya yang sah. 

(5) Kepala Desa antar waktu yang berstatus sebagai PNS / ASN apabila berhenti 
sebagai Kepala Desa antar waktu dikembalikan ke instansi induknya saat 
bertugas terakhir sebelum menjadi Kepala Desa antar waktu. 

(6) Kepala Desa antar waktu yang berstatus PNS/ ASN apabila telah mencapai betas 
usia pensiun sebagai PNS / ASN diberhentikan dengan hormat sebagai PNS / ASN 
dengan memperoleh hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang 
undangan. 

Paragraf 4 
Calon Kepala Desa Antar Waktu dari PNS/ ASN, Tentara Nasional Indonesia, 

dan Kepolisian Republik Indonesia 



(2) Lamaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri.persyaratan: 
a. surat pe~yataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa _yang dibuat oleh 

yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup, contoh surat 
pemyataan sebagaimana format dalam Lampiran XI1 yang merupakan bagian 
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

b. surat pemyataan setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang 
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan kepada Negara 
Kesatuan Republik Indonesia, serta Pemerintah yang sah yang diketahui oleh 
Kepala Desa diatas kertas bermaterai, contoh surat pemyataan sebagaimana 
format dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini. 

c. Coto copy ijasah yang diajukan sebagai persyaratan yang dilegalisir oleh 
Pejabat yang berwenang; 

d. foto copy akta kelahiran yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang; 
e. foto copy Karfu Tande. Penduduk Elekronili.: (KTP-el) /Sura.t Keterangan KTP-el 

dan Kartu Keluarga yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang; 
f. surat _pem.yataan tidak akan mengundurkan diri dalam _proses Pemilihan 

Kepala Desa antar waktu apabila telah ditetapkan menjadi calon Kepala Desa 
antar waktu yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau 
bermaterai cukup, contoh surat pemyataan sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Bupati ini. 

g. surat keterangan dari Pengadilan Negeri yang menerangkan tidak sedang 
menjalani hukuman pidana penjara; 

h. surat keterangan dari Pengadilan Negeri yang menerangkan tidak pemah 
melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman penjara paling 
singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai 
menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka 
kepada ptiblik bahwa yang bersangkutan pemah dipidana serta ·btikan 
sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang; 

1. surat keterangan dari Pengadilan Negeri yang menerangkan tidak dicabut hak 
pilihnya sesuai dengan keputusan Pengadilan yan_~ telah mempunyai 
kekuatan hukum tetap; 

j. surat keterangan sehat yang dikeluarkan oleh dokter Pemerintah (Puskemas 
atau Rumah Sakit Pemerintah); 

k. surat keterangan catatan kepolisian dari Kepolisian Republik Indonesia; 
I. surat keterangan bebas narkoba atau obat terlarang, zat psikotropika dari 

institusi yang berwenang; 
m. surat pemyataan dari yang bersangkutan bahwa belum pemah menjabat 

sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan baik berturut-turut 
atau tidak berturut-turut, baik menjabat di Desa yang bersangkutan maupun 
di Desa lain di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republilc Indonesia di atas 
kertas segel atau bermaterai cukup, dan contoh surat pemyataan 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 



Paragraf-7 
Penelitian Kelengkapan dan Keabsahan 

Persyaratan Bakal Calon Kepala. Desa Antar Waktu 

n. surat keterangan lulus tes kejiwaan yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit 
Pemerintah; 

o. surat ijin cuti dari Penjabat Kepala Desa bagi Perangkat Desa yang masih 
menjabat dan mendaftarkan dirl sebagai bakal calon Kepala Desa antar 
waktu; 

p. surat pemyataan akan menerima basil Pemilihan Kepala Desa antar waktu, 
dan contoh surat pemyataan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI 
yang merupakan bagian tidak terpisahka.n dari Peraturan Bupati ini; 

q, daftar riwayat hidup, contoh daftar riwayat hidup sebagaimana tercantum 
dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini; 

r, pas foto berwarna terbaru ukuran 4 cm x 6 cm sebanyak 3 (tiga) Iembar; 
s. pas foto berwama terbaru ukuran post card sebanyak 2 (dua) lembar; dan 
t. foto kopi surat keputusan tentang pengangkatan di lembaga pemerintahan 

bagi yang pernah bekerja di lembaga pemerintahan; dan 
u. surat ijin atau persetujuan dari Pembina Kepegawaian atau dari Pimpinan 

atau Pejabatyang berwenang di institusi.yang bersangkutan bagi ASN/PNS, 
anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Republic Indonesia 
dan Karyawan dilingkungan BUMN-BUMD. 

(3) Pelamar yang memiliki gelar akademis dan dicantumkan atau akan dicantumkan 
pada namanya, baik sebelum, saat mencalonkan diri maupun jika kelak terpilih 
dan menjadi Kepala Desa antar waktu, wajib menyertakan ijazah yang terkait 
dengan gelar dimaksud. 

(4) Ketentuan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g, huruf h dan 
huruf i, dapat dibuat dalam 1 (satu} surat atau dapat masing-masing keterangan 
dengan 1 (satu) surat; 

(5) Berkas lamaran bakal calon Kepala Desa antar waktu sebagaimana dimsksud 
pada ayat (l) dibuat dalam rangkap 3 (tiga), untuk: 
a. 1 [satu] bendel asli bermaterai untuk Panitia Penillihan Kepala Desa; 
b. 1 (satu) bendel ·fotocopy ·untuk Camat. 
c. 1 (satu) bendel foto copy untuk Bupati. 

(6) Pakaian yan_~ dikenakan oleh bakal calon Kepala Desa antar waktu dalam pas 
foto sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf r dan huruf s adalah: . 
a. bagi bakal calon Kepala Desa antar waktu laki-laki mengenakanjas berwama 

gelap berdasi merah, baju putih atau cerah serta berpeci hitam atau gelap; 
b. bagi bakal calon Kepala Desa antar waktu perempuan mengenakan pakaian 

nasional/kebaya, bagi yang berhijab menyesuaikan; 
c. Latar belakang/background pada foto bakal calon sebagaimana dimaksud 

pada huruf a dan huruf b adalah putih. 
{7} Pada saat menerima berkas lamaran, Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu 

wajib memberikan tanda terima pendaftaran. 



Pasal 22 
(1) Dalam hal bakal calon Kepala Dcsa antar waktu yan~ mcmenuhi persyaratan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (l)berjumlah palin_g sedikit. 2 (dua) 
orang dan paling banyak 3 (tiga) orang, Panitia pemilihan langsung menetapkan 
bakal calon Kepala Desa menjadi calon Kepala Desa antar waktu. 

(2) Caton Kepala Desa antar waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) diumumkan oleh Panitia Pemilihan kepada masyarakat. 

(3) Pengumuman calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan 
cara dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (2). 

Pasal 21 
(1) Dalam hal bakal calon Kepala Desa antar waktu yang memenuhi .persyaratan 

kuran~ dari 2 [dua] orans scbagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ~yat [I], maka 
Panitia Pemilihan memperpanjang waktu _pendaftaran selarna 7 (tujuh) hari. 

(2) Ketentuan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk 
didalamnya adalah untuk penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, 
klarlfikasi keabsahan berkas larnaran, dan penetapan calon Kepala Desa antar 
waktu. 

(3) Dalam hat bakal calon Kepala Dcsa antar wakfu yang mendaftar tet.ap kurang 
dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), berlaku ketentuan Pasal 13 ayat (10) dan ayat (11). 

Pasal 20 
( 1) Panitia menerima dan mencliti kelcngkapan berkas lamaran bakal calon Kcpala 

Desa Antar Waktu beserta lampirannya sampai dengan ditutupnya waktu 
pendaftaran. 

(2) Berkas larnaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah diteliti oleh 
Panitia dibuatkan Berlta Acara Penelitian. 

(3) Cantoh Serita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana 
tercantum dalam Lampian XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini. 

(4) Berkas lamaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang masih diragukan 
keabsahannya, maka harus dilakukan klarifikasi kepada Pejabat yang berwenang 
paling lama 3 (tiga) hari sebelum penetapan calon. 

(5) Berkas lamaran bakal calon Kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2), setelah diteliti keabeahannya oleh Panitia, diumumkan kepada 
masyaraka.t untulc memperoleh masukan tertulis. 

(6) Masukan sebagaimana dimaksud .pada ayat (5) wajib mencantumkan identitas 
diri dari pemberi masukan dan disampaikan kcpada Panitia Pcmilihan paling 
lama 1 (satu) hari setelah selesain_ya tanggal diumumkan. 

(7) Pengumuman kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan 
cara dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (2) oleh Panitia 
Pemilihan. 

(8) Masukan tertulis dari masyarakat bagaimana dimaksud pada ayat (5), wajib 
diproses dan ditindaklanjuti oleh Panitia Pemilihan paling Jama 2 [dua] hari sejak 
diterimanya masukan tersebut. 



Pasal 23 
(1) Dalam hal bakal calon Kepala Desa antar waktu yang mcmcnuhi persyaratan 

sebagaimana climaksud dalam Pasal 13 ayat (1) lebih dari 3 (tiga) orang, rnaka 
Panitia Pemilihan melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria 
pengalaman bekerja atau mengabdi di pemerintahan Desa dan tingkat pendidikan 
dengan bobot penilaian. 

(2) Pengalaman bekerja atau mengabdi di pemerinta.han Desa adalah sebagaimana 
dimaksud pads. ayat (1) meliputi pengalaman sebagai: 
a. Kepala desa; 
b. Perangkat desa; dan/ atau 
c. BPD. 

(3) Yang dipersamakan dengan pengalaman bekerja atau mengabdi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) meliputi: 
a. Pen_gurus RT; 
b. Pengurus RW; 
c. Tim Penggerak PKK; 
d. Karang Ta.runa; 
e. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) . 

(4) Bobot penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: 
a. pengalaman bekerja atau mengabdi di lembaga pemerinta.han Desa, dengan 

bobot nilai 50 % (lima puluh per seratus); 
b. tingkat pendidikan, dengan bobot nilai 50% (lima puluh per seratus). 

(5) Bobot nilai sebagaimene dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah: 
a. pengalaman bekerja atau mengabdi di pemerintahan desa selama 1 (satu) 

sampai dengan 5 (lima) ta:hun dengan bobot nilai 10% (sepuluh per seratus): 
b. pengalaman bekerja at.au mengabdi di pemerintahanDesa diatas 5 (lima) tahun 

sampai dengan 15 ta.hun, bobot nilai 12,5% (dua belas koma lima per seratus); 
c. pengalaman bekerja atau mengabcli di pemerintahan desa cliatas 10 [sepuluh] 

tahun, bobot nilai 25 % ( dua puluh lima per seratus). 
(6) Bobot nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) buruf b adalah: 

a. berijazah SLTP dengan bobot nilai 5 % ( lima per seratus); 
b. berijazah SLTA dengan bobot nilai 'f,5 % (tujuh koma Hrna per seratus); 
c. berijazah Dl sampai dengan 03 dengan bobot nilai IOOA, (sepuluh per seratus); 
d. Berijazah 04/Sldengan bobot nilai 12,5 % ( dua betas koma lima per seratus); 
e. Berijazah 82 / 83 dengan bobot nilai 15 % ( lima belas per seratus). 

(7) Berdasarkan basil nilai komulatif dari bobot penilaian sebagaimana dimaksud 
pada ayat (4), maka mereka yang memperoleh bobot nilai tertinggi sampai dengan 
uruta.n atau rangking 3 {tiga) wajib langsung diumumkan kepada bakal calon pada 
hari pelaksanaan penilaian, selanjutnya ditetapkan sebagai calon Kepala Desa 
antar waktu yang berhak mengikuti pemilihan melalui musyawarah sesuai jadwal 
yang telah ditetapkan. 

{8) Apabila diantara mereka yang memperoleh 'bobot riilai ranking 1 (satu) sampai 3 
(tiga) sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ada yang mengundurkan diri atau 
karena sesuatu hal yang berakibat tidak bisa melanjutkan tahapan atau proses 
Pcmilihan Kcpala Dcsa antar waktu, maka ranking dibawahnya otomatis 
menggantikan, sehingga didepatkanjumlah calon maks~ 3 (tiga) orang, 



(9) Apabila dari basil .penilaian sebagaimana dimaksud .pada ayat (7) terdapat nilai 
yang sama pada ranking atau nomor urut 3 (tiga), maka diadakan ~ji kompctensi 
bagi mereka _yang memperoleh bobot _penilaian nomor urut atau ranking 3 (ti_ga) 
yang sama tersebut pada hari itu juga. 

( 1 O) Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) hanya untuk mendapatkan 
1 (satu) calon KepaJa Desa an tar waktu dan dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) 
hari sejak penetapan ranking bobot penilaian. 

( 11) Pelaksanaan tiji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) meliputi: 
a. pengetahuan umum; 
b. kepemim.pinan; 
c. administrasi Perkantoran; 
d. pemerintahan Daerah; dan 
e. pemerintahan Desa. 

(12) ·uji .kcmpetenei sebagaimana dimaksud pada ayat ·(9) dilaksanakan oleh ·Panitia 
Pemilihan setelah dipastikan berdasarkan verifikasi dan klarifikasi terhadap 
lamaran beserta .persyaratan semua .pelamar atau bakal calon. 

(13} ~ji kompetensi dilaksa.nakan olch Panitia Pcmilihan dan diadakan penilaian serta 
_pengu.muman lan_gsun_g setelah selesain_ya _pelaksanaan ltji kompetensi ke_pada 
peserta uji kompetcnsi. 

(14) Penetapan bakal calon menjadi calon bagi mereka yang mengikuti uji kompetensi 
bersa.maan dengan penetapan 2 (dua) bakal caJon lain yang telah dinyatakan 
memperoleh bobot nilai ranking 1 (satu) sampai dengan ranking 2 (dua) menjadi 
calon Kepala Dess. antar waktti yang berhak mengikuti pemilihan. 

(15) Penyusunan materi uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dapat 
difasilitasi oleh Panitia Pengawas atau Panitia Pengarah dan Pemantau atau 
dapat bekerjasama dengan pihak ketiga yang mempunyai kompetensi dibidang 
terse but. 

(16} Materi uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (11} menggunakan 
standart ·kurikUlum ·sekolah Lartjutan ·Tingkat Pertama ·(SLTP). 

( 17) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat ( 15) adalah Pergurwm tinggi atau 
Sekolah Lanjutan Tingkat Atas _(SLTA) atau Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama 
(SLTP) yang berada diwilayah Kabupaten Tcgal. 

(18) Dalam hal hasil l.!ii kom_petensi sebagaimana dimaksud pada 9J'&t .(10) terdapat 
ni1ai tcrtinggi yang sama, maka dilakukan uji kompetensi ulang terhadap bakal 
calon dengan nilai yang sama tersebut pada hari itu juga. 

(19) Paling lambat 1. (satu) hari setelah penetapan hakal calon menjadi calon, Panit.ia 
Pemilihan wajib mengumumkannya kepada masyarakat Desa setempat dengan 
cara. dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (2). 

(20} Dikecualikan dari ketentuan tersebut pada ayat (19), apabila situasi dan kondisi 
yang tidak memungkinkan karena faktor keamanan, force majeur atau faktor Jain 
yang mengakibatkan Panitia Pemilihan dipastikan tidak dapat melaksanakan 
pengumuman langsung pada hari tersebut, 

(21) Apabila terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (20), pengumuman 
basil penilaian dan uji kompentensi dilaksanakan paling Iambat ·24 "(dua pulu:h 
empat) jam setelah selesainya penilaian dan uji kompetensi. 



Pasal 25 
(1) Setetah diumumkannya calon Kepala Desa antar wak:tu sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 24 ayat (4), Panitia Pemilihan melaksanakan pengundian nomor urut 
calon Kepala Desa antar waktu secara terbuka yang dihadiri oleh para calon 
Kepala Desa antar waktu dan dapat dihadiri oleh masyarakat Desa setempat. 

(2) Pengundian nomor urut calon Kepala Desaantar waktu sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dilakukan dengan cara mengambil nomor undi terlebih dahulu, dan 
selarijutnya 'berdasarkan nomor undi tersebut para calon ·Kepala Desa antar waktu 
mengambil undian nomor urut. 

Paragraf 9 
Penetapan Nomor Urut 

Paragraf 8 
Penetapan Caton 

Pasal 24 
.(1.) Panitia Pemilihan menetapkan calon Kepala Desa antar waktu yang berhak 

mengikuti pemilihan dengan Keputusan Panitia Pcmilihan. 
_(2) Dalam hal calon Ke_pala Desa antar waktu _yang telah ditetapkan berhak 

mengikuti pemilihan hanya ada 2 (dua) orang, tetapi salah satu atau keduanya 
meninggal dunia atau mengundurkan diri, maka berlaku ketentuan sebagairnana 
dimaksud dalam pasal 13 ayat (5) dan ayat (6). 

(3) Dalam hal calon Kepala Desa antar waktu yang telah ditetapkan berhak 
mengiktiti pernilihan melalui musyawarah lebih dari 2 [dua] orang, tetapi salah 
satunya meninggal dunia atau mengundurkan diri, maka pelaksanaan pemilihan 
tetap dilanjutkan dan calon Kepala Desa antar waktu yang meninggal dunia atau 
mengundurkan diri tersebut dinyatakan gugur serta tidak diikutkan dalam 
proses pemilihan. 

(4) Panitia Pemilihan mengumumka.n melalui media masa dan/ atau papan 
pengumuman ditempat-tempat strategis di Deea aetempat 'tentang nama calon 
yang telah ditetapkan dan berhak mengikuti pemilihan, paling lambat 1 (satu) 
hari sejak tanggal ditetapkan. 

(5) Pengumuman kepada masyarakat scbagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan 
cara dan ketentuan seba_gaimana diatur dalam _pasal 20 E!}'8.t (2) oleh Panitia 
Pemilihan Kepala Desa antar waktu. 

(6) Dengan diumumkannya penetapan calon Kepala Desa antar waktu sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4), maka Keputusan Panitia sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 1) telah dianggap bersifat final dan mengikat. 

(7) Contoh Keputusan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 
adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian 
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

.(22) Jika setelah ketentuan waktu sebagaimana dimaksud .pada ayat .(21.) tetap belum 
dapat melaksanakan pcngumuman basil pcnilaian dan uji kompetcnsi, Panitia 
Pemilihan mela_porkan ke_pada BPD, selaajutnya _pengumwnan dilaksanakan 
setelah situasi dan kondisi memungkinkan sampai batas waktu 1 [satu] hari 
sebelum dilaksanakan musyawarah pemilihan. 



Pasal 26 
(1) Calon kepala dcsa antar waktu yan~ tclah ditetapkan dan bcrhak mengikuti 

_pemilihan melalui musyawarah _pada _prinsgln_ya dilarang men_gundurkan diri. 
(2) Dalam hal calon Kepala Desa antar waktu bersikukuh menyatakan mengundurkan 

diri setelah ditetapkan sebagai calon Kepala Desaantar waktu yang berhak 
mengikutl pemilihan melalui musya.warah, maka pemyataan pengunduran diri 
tersebut harus sudah disampaikan kepada Panitia Pemilihan paling lambat 1 x 24 
[satu kali dua puluh empat] jam sebelum pelaksanaan pengundian nomor urut 
calon. 

(3) Pemyataan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditulis tangan 
sendiri oleh calon Kepala Desa antar waktu yang mengundurkan diri tersebut di 
atas kertas bermeterai cukup, ditujukan kepada Bupati melalui Panitia Pemilihan 
dengan tembusan Ketua BPD disertai dengan alasan-alasan yang dapat 
dipertanggungjawabkan. 

(4) Apabila pengundurkan diri sebagai calon Kepala Desa antar waktu yang berhak 
mengikuti .pemilihan sctelah dilakukan .pengundian nomor urut, maka 
kedudukannya sebagai calon Kcpala Dcsa antar waktu yang berhak dipilih tctap 
dilkutkan dalam musyawarah, namun a_pabila ke_putusan dalam . pemilihan 
dilakukan dcngan pemungutan suara, maka suara yang memilih calon dimaksud 
dinyatakan tidak sah. 

(5) Calon Kepala Desa yang mengundurkan diri baik sebelum pengundian nomor urut 
maupun setelah dilakukan pengundian nomor urut, kepada yang bersangkutan 
dikenakan ketentuan sanksi membayar denda sebagaimana dimaksud den diatur 
dalam Peraturan Daerah yang mengatur tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan 
BPD. 

(6) Alasan yang dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
adaJah alasan pembenar terkait dengan kondisi pribadi yang bersangkutan dan 
bukan . karena bertujuan untuk menghambat/ menghentikan/ menggagalkan 
proses Pilkades antar waktu, atau alasan 'lain yang dapat merugikan calon ·Kades 
lainnya. 

.(3) Hasil .pengundian nomor urut sebagaimana dirnaksud _pada ayat .(2) dituangkan 
dalam Berita Acara dan ditetapkan dcngan Kcputusan Panitia Pemilihan . 

.(4) Hasil _pen_gundian nomor urut sebagaimana dimaksud _pada ~yat .(2) diumumkan 
secara terbuka kepada masyarakat Desa setempat dengan cara sebagaimana 
diatur dalam Pasal 12 ayat (2). 

(5) Dengan diumumkannya nomor urut sebagairnana dimaksud pada ayat (4), make 
Keputusan Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah dianggap bersifat 

final dan mengikat. 
(6) Contoh Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagaimana tercantum 

dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Bupati ini. 
(7) Contoh Keputusan Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisabkan dari 
·Pera.turan ·aupa.ti ini. 



Pasal 28 
( 1} Paling lam bat 3 (hari) sebelum pelaksanaan musyawarah untuk Pemilihan Kepala 

Desa antar waktu, Panitia menyampaikan undangan kepada perwakilan 
masyarakat atau unsur/komponen yang mewakili masyarakat dalam 
musyawarah Desa. 

(2) Contoh surat undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana 
t~rcantum. dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

·Peraturan ·aupati ini, 
(3) Penyelenggaraan musyawarah Desa untuk memilih Kepala Desa antar waktu 

dipimpin oleh ketua BPD yang teknis _pelaksanaan _pemilihannya dilakukan oleh 
Panitia Pcmilihan. 

Paragraf 11 
Pelaksanaan 'Pemilihan 

Pasal 27 
(1) Scbclum musyawarah pcmilihan dilaksanakan, calon Kcpala Dcsa antar waktu 

diberi kesem_patan oleh Panitia untuk men_yam_paikan _pema_paran terkait _pro_gram 
kerja apabila terpilih menjadi Kcpala Desa antar waktu. 

(2) Pelaksanaan pemaparan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilaksanakan 1 
(satu) hari sebelum dilaksanakannya musyawarah untuk pemilihan, dengan 
ketentuan dan mekanisme serta jadwal yang diatur oleh Panitia dan ditetapkan 
dalam Tata Tertib Pemilihan. 

(3) Mekanisme sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah dengan tatap muka 
dan/ atau dialog dalam forum resmi yang diadakan oleh Panitia dan dihadiri oleh 
masyarakat Desa setempat, atau setidaknya dihadiri oleh masyarakat yang 
merupakan presentase perwakilan dari komponen masyarakat yang ada di Desa 
terse but . 

. (4:) Penyampaian .program kerja sebagaimana dimaksud .pada ayat _(l.)berisi rencana 
program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sclama masa _jabata.n _yan~ akan 
diemban dengan _prins!p meneruskan pro_gram dan kegiatan _yan_g telah 
direncanakan Desa dan tetap perpedoman pada RPJMDes yang telah dibuat dan 
ditetapkan oleh Kades yang digantikannya. 

Paragraf 10 
Penyampaian Program 

.(7) Ketentuan lebih lanjut tentang _pengunduran diri calon Kepala Desa antar waktu 
diatur dan dituangkan dalam Kcputusan Panitia Pemilihan tcntan~ Tata Tcrtib 
Pemilihan Kepala DesaAntar Waktu. 

(8) Sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib dibayar sebelum 
pelaksanaan hari dan tanggal musyawarah dan disetorkan ke Rekening Kas Desa 
bersanglrutan dan merupakan pcndapatan desa yang bersumber dari pendapatan 
lain-lain yang sah. 

(9) Apabila sampai dengan bat.as waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (8) belum dibayar, maka menjadi piutang bagi Pemerintah Desa, dan 
Pemerintah Desa berhak menagihnya. 



(4) Pada saat .pelaksanaan musyawarah _.pemilihan para calon Kepala Desa antar 
waktu diwajibkan berada di lokasi musyawarah dan menempati tempat yang 
telah disecliakan oleh Panitia Pemilihan, dan dapat menin_ggalkan lokasi 
musyawarah hanya apabila mendapatkan ijin dari ketua Panitia Pemilihan 
dengan batas waktu yang ditentukan ketua Panitia Pemilihan. 

(5) Apabila pada saat pelaksanaan musyawarah, temyata ada calon Kepala Desa 
antar waktu yang tidak hadir tanpa alasan dan sebab yang dapat dibenarkan 
dan/ atau dipertanggungjawabkan, maka pelaksanaan pemilihan baik melalui 
musyawarah mufakat atau dengan pemungutan suara tetap dilanjutkan. 

(6) Calon kepala desa antar waktu tunggal dapat ditetapkan sebagai calon terpilih 
apabila dilaksanakan dengan pemungutan suara, dan yang bersangkutan harus 
memperoleh suara paling sedikit 50 % (lima puluh per seratus) ditambah 1 suara. 

(7) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah bagi 
calon 'kepala desa yang sakit serius sehingga dipastikan tidak dapat 'hedir di TPS 
yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari dokter Pemerintah, dan/atau 
berhalangan hadir karena sebab lain yang dapat dipertanggungjawabkan 
kebenarannya, maka calon yang bcrsangkutan tetap diikutkan dalam 
_pembahasan musyawarah serta tidak mengurangi haknya untuk dipilih oleh 
pcserta musyawarah. 

(8) Apabila pelaksanaan pemilihan dengan pemungutan suara, maka calon yang 
tidak hadir karena tersebut pada ayat (5), hale suara yang diperolehnya tetap 
diakui dan clihitung sebagai suara yang memilih calon Kades antar waktu yang 
tidak hadir tersebut. 

(9) Sebab lain yang dapat diperta.nggungjawabkan kebenarannya sebagaimana 
dimaksud pada ayat (5) apabila calon Kades antar waktu yang karenanya 
berhalangan secara fisik untuk dapat hadir atau dilokasi pemilihan. 

( 10) Sebab lain yang dialami calon sebagaimana dimaksud pada ayat (7), antara lain: 
a. terdapat anggota keluarga yang meninggal dunia; dan/ atau 

'b. terkena musibah/bencana alam seperti ·baajir, gempa 'bumi, 'kebakaran dan 
sejenisnya -yang serius. 

( 11) Calon Kepala Desa an tar waktu yang mendapatkan ijin meninggalkan lokasi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetapi tidak kcmbali lagi kc lokasi pcmilihan 
musyawarah sam_pai berakhirnya batas waktu .Yan.8 diberikan Panitia tanpa ada 
aJasan atau sebab yang dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (5), kepadanya dianggap mengundurkan diri dan berlaku ketentuan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4}. 

(12) Calon Kepala Desa antar waktu yang mendapatkan ijin meninggalkan lokasi 
sebagairnana dimaksud pada ayat (2) tetapi tidak kembali lagi ke lokasi pemilihan 
musyawarah sampai berakhirnya batas waktu yang diberikan Panitia karena 
sebab yang dapat diperta.nggungjawakan, maka berlaku ketentuan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (5) clan ayat (6). 

(13) Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa antar waktu oleh Panitia Pemilihan dan 
peserta musyawarah desa melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui 
pemungutan suara yang didasarkan pada ·hasll ·kesepakatan oleh musyawarah 
desa. 



Pasal 29 
(1) Peserta musyawarah desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (11) 

mclibatkan unsur masyarakat. 
(2) Unsur masyarekat sebagaimana dimaksud .pada ~at (1) adalah unsur yang 

mewakili kelompok masyarakat dari berbagai komponen yang ada di Desa yang 
bersangkutan. 

(3) unsur yang mewakili kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

antara lain: 
a. Tokoh adat. 
b. Tokoh agama; 
c. Tokoh masyarakat; 
d. Tokoh pendidikan; 
e. Perwakilan kelompok tani; 
f. Perwakilan kelompok nelayan; 
g. Perwakilan ·kelompok peraiin; 
h. Perwakilan kelompok perempuan; 
i. Perwakilan kelompokpemerhati dan .perlindungan anak; 
)· Perwakilan kelompok masyarakat miskin; atau 
k. Unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat 

setempat. 
(4) Unsur masyatakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diwakili minimal 2 (dua) 

orang dan paling banyak 5 (lima) orang untuk masing-masing unsur keterwakilan. 
(5) Jumlah peserta musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan 

disepakati bersama antara BPD dan Pemerintah Desa dengan memperhatikan 
jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih di Desa yang ditetapkan dengan 
keputusan BPD, yang selanjutnya diserahkan kepada Panitia Pemilihan. 

(6) Musyawarah yang diselenggarakan oleh BPD dan Pemerintah Desa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (5) hasilnya dituangkan dalam Berita Acara. 

(7) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sebagaimana tercantum dalam 
.. Lampiran ·xxm yang merupakan 'bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ·aupati 
ini. 

(14) Penyelenggaraan musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (l) baru dapat 
dilaksanakan dan dinyatakan sah apabila telah memenuhi forum atau telah 
dihadiri oleh 2 / 3 (dua . per ti_ga) dari _jumlah .yang seharusnya hadir atau 
diundang. 

(15) Sebelum dilaksanakannnya musyawarah pemilihan, ketua Panitia 
menyampaikan kepada peserta musyawarah mengenai: 
b. jumlah peserta musyawarah dan berasal dari unsur apa saja berdasarkan 

daftar hadir; 
c. ketentuan mengenai qorum musyawarah desa; 
d. nama dan nomor urut calon kades antar waktu; 
e. teknis dan/ atau tata cara pemilihan mulai dari cara mufakat atau jika harus 

dengan pemungutan suara; clan 
f. tata tertib musyawarah desa dalam rangka pemilihan. 



(l) Caton Kepala Desa antar waktu terpilih ditetapkan dengan Keputusan Panitia 
Pemilihan langsung paling lama 3 (tiga) hari setelah pelaksanaan pemilihan 
melalui musyawarah. 

(2) Contoh Keputusan Panitia Pemilihan sebagaimana climaksud .pada ayat (2) 
adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVI yang merupakan bagian 
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 31 

Paragraf 12 
Penetapan Caton Kepala Desa Antar Waktu Terpilih 

Pasal 30 
·(l) Untuk kelancaran pelaksanaan musyawarah desa untuk pemilihan, Panitia 

berkewajiban mempersiapkan tempat dan Panitia Pemilihan wajib menyiapkan 
tempat, segala sarana dan peralatan yang diperlukan terkait dengan teknis 
pemilihan. 

(2) Sarana dan peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas : 
a. sound system; 
b. meja kursi atau tempat untuk para calon Kades antar waktu maupun untuk 

peserta musyawarah; 
c. bilik suara dan perlengka.pannya apabila peniilihan dilaktikan dengan 

pemungutan suara; 
d. .pengamanan; dan 
e. konsumsi, dll. 

(3) Panitia menjamin jalannya pemilihan, baik dengan musyawarah maupun dengan 
pemungutan suara berlangsung dengan terti.b, lancar dan aman. 

(4) Pelaksanaan pemilihan dilaksanakan dengan musyawarah mufakat. 
(5) Apabila musyawarah mufakat sebagaiamana dimaksud pada ayat (4) tidak 

mendapatkan permupakatan, maka dapat dilaksanakan dengan pemungutan 
suara. 

(6) Dalam pelaksanaan pemilihan baik dengan musyawarah mufakat maupun dengan 
pemungutan suara, identitas calon Kepala Desa antar waktu yang digunakan 
dalam pembahasan maupun dalam pemungutan tetap menggunakan nomor urut 
clan nama calon. 

(7) Teknis dan tata cara lebih lanjut tentang pemungutan suara diatur oleh Panitia 
dan ditetapkan dalam tata tertib. 

(8) Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa antar waktu baik dengan musyawarah 
mufakat atau dengan pemungutan suara dituangkan dalam Berita Acara 
Pemilihan. 

(9) Berita Acara sebagaimana dimaksud .pada ayat (8) sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran XXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati 
ini. 

(8) Contoh Keputusan BPD sebagaimana climaksud .pada ayat (5) sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran XXIV yan~ merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini. 



( 1) Panitia Pemilihan memberikan Laporan kepada BPD paling lambat 7 (tuJuh) hari 
sejak musyawarah Pemilihan Kepala Desa antar waktu. 

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilampiri dengan : 
a. berita Acara Pemilihan; 

Pasal 32 

Bagian Ketiga 
Pelaporan 

(3) Apabila .pemilihan yang didasarkan musyawarah telah mencapai mufakat dan 
menghasilan calon Kepala Desa antar waktu terpilih, maka Panitia 
menetapkannya dengan Keputusan Panitia. 

(4) Apabila Pemilihan Kepala Desa antar waktu dilaksanakan dengan pemungutan 
suara, maka mereka yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai calon 
Kepala Desa antar waktu terpilih dengan Keputusan Panitia Pemilihan. 

(5) Apabila berdasarkan basil pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat 
(5) terdapat calon yang memperoleh suara terbanya.k sama, maka diadakan 
pemilihan dengan cara pemungutan suara ulang yang diikuti oleh calon yang 
memperoleh suara terbanyak yang sama tersebut. 

(6) Apabila berdasarkan basil pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) tetap memperoleh suara yang sama, maka dila.ksanakan pemungutan 
suara ulang untuk yang ke 3 (tiga) atau yang terakhir. 

(7) Apabila berdasarkan basil pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada 
ayat (7) tetap mempereleh suara yang sama, maim dilaksanakan uji kompetensi 
bagi mereka yang memperoleh suara yang sama tersebut. 

(8) Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) paling lambat dilaksanakan 
oleh Panitia 3 (tiga) hari sejak pelaksanaan _pemilihan dengan musyawarah. 

{9) Materi uji kompetensi menggunakan kurikulum Sekolah Lanjutan Tingkat 
Pertama (SLTP) meliputi: 
a. pengetahuan umum; 
b. kepemimpinan; 
c. administrasi perkantoran; 
d. pemerintahan Daerah; dan 
e. pemerintahan Desa. 

(10) Penyusunan materi uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (10) 
dibuat oleh Panitia atau dapat meminta bantuan kepada Camat, atau dapat 
meminta bantuan pada Dinas yang membidangi Pemerintahan Desa. 

fll) Hasil tiji 'kompetenei langsung diumunikan pada hari Itu juga setelah selesainya 
ujian dan hasilnya dituangkan dalam Berita. Acara dan ditetapkan dengan 
Keputusan Panitia serta dianggap final. 

(12) Conteh Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (11) sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran XXVII .yang merupakan bagian tidak terpisahkan 
dari Peraturan Bupati ini. 

(13) Contob Keputusan Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (11) sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran XXVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan 
dari Peraturan Bupati ini. 



(l) Sebelum memangkujabatan, Kepala Desa antar waktu terpilih mengucapkan 
sumpah/janji dan dilantik oleh Bupati atau Pejabat lain yan~ ditunjuk. 

(2) Pelantikan Kepala Desa antar waktu terpilih sebagaimana climaksud .pada ayat 
{1) paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak ditetapkannya Keputusan 
Bupati tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Antar Waktu Terpilih 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3). 

(3) Pejabat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Wakil 
Bupati atau Oamat, 

(4) Tempat dan waktu pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan 
oleh Bupati. 

(5) Susunan acara dan tata cara pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
terdiri atas: 
a. pembukaan; 
b. penibacaan do'a; 
c. pembacaan surat keputusan Bupati tentang Pengesahan dan Pengangkatan 

Kepala Desa Antar Waktu; 
d. kata pelantikan oleh Bupati atau Pejabat yans clitunjuk; 
e. .penyematan tandajabatan oleh Bupati atau Pejabat.yang ditunjuk; 
f. pengambilan sumpah/janji oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk; 
g. penandatangan Serita Acara Pengambilan Sumpah/ Janji; 
h. amanat oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk; dan 
i. penutup. 

(6) Kepala Desa antar waktu terpilih mengucapkan sumpah/janji menurut 
agamanya. 

Pasal 33 

b. keputusan Panitia Pemilihan tentang Penetapan Calon kades Antar Waktu 
Terpilih; 

c. berkas .persyaratan calon Kades antar waktu terpilih; dan 
d. tembusan pertanggungjawaban biaya pemilihan, dimana pertanggungjawaban 

asli disampaikan kepada Pemerintah Desa. 
(3) Paling lambat 7 (tujuh) harl sejak diterimanya laporan basil Pemillhan Kepala 

Desa antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD menyampaikan 
laporan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa antar waktu dan nama calon Kepala 
Desa antar waktu terpilih beserta lampirannya kepada Bupati melalui Camat 
untuk ditetapkan dan diangkat sebagai Kepala Desa. antar waktu. 

(4) Bupati menetapkan keputusan tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala 
Desa antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling lambat 30 (tiga 
puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BPD. 



,· 

Pasal 34 
( 1) Calon Kepala Desa antar waktu terpilih yang meninggal dunia, berhalangan tetap 

atau mengundurkan diri dengan alasan yang dapat dibenarkan sebelum 
pelantikan, calon Kepala Desa antar waktu terpilih tersebut dinyatakan gugur, dan 
Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa. 

(2) Calon Kepala Desa antar waktu terpilih yang ditetapkan sebagai tersangka dan 
diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun sebelum pelantikan, 
calon terpilih tetap dilantik sebagai Kepala Desa antar waktu. 

(3) Calon Kepala Desa antar waktu terpilih yang ditetapkan sebagai tersangka dalam 
tindak pidana korupsi, terorisme, makar dan/atau tindak pidana terhadap 
keamanan negara sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik menjadi Kepala 
Desa antar waktu dan pada kesempatan pertama Bupati memberhentikan 
sementara yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Kepala Desa antar waktu. 

(4) ·caton ·Kepala Desa antar waktu terpilih yang ditetapkan sebagai terdakwa dan 
diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register 
perkara di Pengadilan sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik sebagai 
Kepala Desa antar waktu dan pada kesempatan pertama Bupati memberhentikan 
sementarayang bersangkutan dari jabatannya sebagai Kepala Desa antar waktu. 

(5) Calon Kepala Desa antar waktu terpilih yang ditetapkan sebagai terpidana dan 
diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan 
putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebelum 
pelantikan, calon terpilih tetap dilantik sebagai Kepala Desa antar waktu dan 
pada kesempatan pertama Bupati memberhentikan yang bersangkutan dari 
jabatannya sebagai Kepala Desa antar waktu. 

(6) Calon Kepala Desa antar waktu terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
sampai dengan ayat (4) yang tidak hadir pada saat pelantikan dianggap 
mengundurkan diri kecuali dengan a1asan yang dapat dibenarkan. 

(7) Kesempatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) 
paling lanibat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pelantikan. 

(8) Alasan yang dapat dibenarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) adalah 
sebagaimana dalam Pasal 28 ayat (7) dan ayat (8). 

(7) Susunan kata-kata sumpah/janji Kepala Desa antar waktu sebagaimana 
dimaksud pada ayat (6) berbunyi: 
"Demi Allah (Tu.han), saya bersumpah/ berjanji bahwa saya akan memenuhi 
kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujumya, dan 
seadil-adilnya,· bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan 
mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara; dan bahwa saya akan 
menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Talwn 1945 serta melaksanakan segala Peraturan Pentndang-undangan 
dengan selurus-luntsnya yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan 

Republik Indonesia". 



(l) Ketentuan mengenai tugas, wewenang, hale, kewajiban, dan larangan Kepala 
Desa antar waktu ·berpedoman pada Peraturan Bupati yang mengatur tentang 
Kepala Desa. 

Pasal 39 

KETENTUAN LAIN LAIN 

BABVI 

Kepala Desa antar waktu wajib mengikuti program-program pelatihan yang 
dilaksanakan oleh Pemerintah dan/ atau Provinsi dan/ atau Daerah. 
(1) Biaya pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBDesa 

dan/atau APBD. 

Pasal 38 

(1) Calon Kepala Desa antar waktu terpilih yang telah dilantik wajib mengikuti 
pelatihan awal masa jabatan yang dilaksanakan oleh Desa dan./ atau Kecamatan 
dan/ atau Daerah. 

(2) Biaya pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBDesa 
dan/ atau APBD. 

Pasal 37 

PENINGKATAN KAPASITAS KEPALA DESA ANTAR WAKTU 

BABV 

( 1) Kepala Desa an tar waktu memegang jabatan meneruskan sisa masa jabatan 
Kepala Desa yang digantikan sampai habis, terhitung sejak tanggal pelantikan, 

(2) Masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dianggap telah 
menjabat 1 (satu) periode masa jabatan. 

Pasal 36 

MASA JABATAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU 

BAB IV 

Ketentuan penggunaan pakaian pada saat upacara pengambilan sumpah/janji dan 
pelantikan Kepala Desa antar waktu adalah: 
a. Kepala Desa antar waktu yang akan dilantik memakai Pakaian Dinas Upacara 

Lengkap; 
b. Istri/Pendamping (wanita) Kepala Desa antar waktu yang akan dilantik memakai 

pakaian kebaya nasional, bagi yang berjilbab menyesuaikan; 
c. Suami/Pendamping (laki-laki) Kepala Desa antar waktu yang akan dilantik 

memakai Pakaian Sipil Lengkap; 

Pasal 35 



WIDODO JOKO MULYONO 
BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2019 NOMOR 1 2 

1 
SEKRETARISDAERAH 
KABUPATEN T 

2 0 1 9 
Diundangkan di Slawi 
pada tanggal 22- . _ ~ f e.firuar 1 

Ditetapkan di Slawi 
pad a tanggal 22 .fe 1:>ruari 2019 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati 
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal. 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
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KETENTUAN PENUTUP 

BAB VII 

(2) Ketentuan mengenai pemberhentian sementara dan pemberhentian Kepala Desa 
antar waktu berpedornan pada Peraturan Bupati yang mengatur tentang Kepala 
Desa. 



UMI AZIZAH. 

~BUPATI TEGAL, 

Ketua 

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA 
DESA KECAMATAN . 

dapat Demikian Berita Acara ini dibuat dengan se benarnya untuk 
dipergunakan seperlunya. 

BERITA ACARA 

Pada hari ini tanggal bulan tahun , Badan 
Permusyawaratan Desa, Desa , Kecamatan , Kabupaten 
Tegal, telah mengadakan rapat Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa antar 
waktu Desa Kecamatan Kabupaten Tegal, berdasarkan 
Peraturan Bupati Tegal Nomor ..... Tahun 2019 ten tang pemilihan Kepala Desa An tar 
Waktu Melalui Musyawarah Desa, dengan menghasilkan kesepakatan sebagai berikut: 
1. Menetapkan jumlah panitia pilkades antar waktu sebanyak ( ) orang; 
2. Nama-nama panitia berasal dari unsur/perwakilan sebagaimana lampiran BA ini; 
3. Penetapan dalam jabatan ketua, sekretaris, bendahara dan seksi-seksi dalam 

kepanitiaan akan cliputuskan berdasarkan musyawarah panitia. 
4. Uraian tugas, kewajiban dan tanggung jawab panitia adalah sebagaimana diatur 

dalam Peraturan Bupati Tegal Nomor Tahun 2018 Tentang Pemilihan Kepala 
desa antar waktu rnelalui musyawarah. 

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA 
DESA , KECAMATAN . 

KABUPATEN TEGAL 

BERITA ACARA RAPAT PEMBENTUKAN 
PANITIA PILKADES ANTAR WAKTU MELALUJ MUSYAWARAH DESA 

LAMPIRAN I: 
PERATURAN BUPATI TEGAL 
NOMOR TAHUN 2019 
TENTANG 
PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU MELALUI MUSYAWARAH DESA. 



Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah 
daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 

2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, 
sebagaimana telah dirubah dengan PP 4 7 Tahun 2015 ten tang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 Tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang 
Desa; 

b. bahwa sisa masa jabatan kepala desa yang diberhentikan 
sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah ( ) tahun, 
sehingga berdasarkan ketentuan Peraturan Bupati Tegal Nomor .. 
Tahun 2019 tentang pemilihan kepala desa antar waktu harus 
diadakan pemilihan kepala desa antar waktu melalui musyawarah 
desa; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 
huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Badan 
Permusyawaratan Desa Tentang Pembentukan Panitia 
Pemilihan Kepala Desa antar waktu desa , Kecamatan . 
Kabupaten Tegal. 

. ...•••....•.....•.•.•••. , 

Menimbang : a. bahwa Sdr. . . . . . .. .. . . . . . . . . . .. . telah diberhentikan dari jabatan sebagai 
kepala desa . . . . . . . . . . .. dengan keputusan Bupati Tegal Nomor 

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA 

PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU 
D ESA . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KECAMA TAN . 

KABUPATEN TEGAL 

TENTANG 

NOMOR: . 

KABUPATEN TEGAL 
DESA , KECAMATAN . 

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA 

KABUPATEN TEGAL 
Sekretariat : JI. No Desa Kee. Kabupaten Tegal. 

DESA KECAMATAN . 
BADANPERMUSYAWARATAN DESA 

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA 
TENTANG PEMBENTUKAN PANll'IA PILKADES ANTAR WAKTU 

LAMPIRAN II : 
PERATURAN BUPATI TEGAL 
NOMOR TAHUN 2019 
TENTANG 
PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU MELALUI MUSYAWARAH DESA 



TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikankepada Yth. : 
1. Bupati Tegal di Slawi; 
2. Kepala Dinas Permasdes Kab. Tegal; 
3. lnspektur lnspektorat Kab. Tegal; 
4. Cam.at di ; 
5. Kepala Desa . 
6. Arsip. 

................................... 

KABUPATEN TEGAL 
Ketua 

DESA KECAMATAN" . 
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA 

Ditetapkan di 
pada tanggal 

Menetapkan 
KESATU Mereka yang namanya tersebut dalam kolom 2 (dua) Lampiran 

Keputusan ini sebagai Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu 
desa........... Kecamatan Ka bu paten Tegal. 

KEDUA Panitia sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas dan 
kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Tegal Nomor 
.......... Tahun 2019 Tentang pemilihan Kepala Desa antar waktu. 

KETIGA Panitia sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dalam melaksanakan 
tugas berkewajiban dan bertanggung jawab serta melaporkan kepada 
Badan Permusyawaratan Desa , Kecamatan . 
Kabupaten Tegal. 

KEEMPAT : segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini 
dibebankan pada APBDesa Tahun Anggaran . 

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

MEMUTUSKAN: 

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomo 112 Tahun 2014 tentang 
Pemilihan Kepala Desa yang telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang perubahan atas 
Pennendagri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa; 

5. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2015 
tentangKepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Pennusyawaratan 
Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten 
Tegal Nomor 14 Tahun 2016 tentangPerubahan atas Peraturan Daerah 
Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2015 tentang Kepala Desa, 
Perangkat Desa dan Badan PermusyawaratanDesa; 

6. Peraturan Bupati Tegal Nomor Tahun 2018 tentang Kepala Desa. 
7. Peraturan Bupati Tegal Nomor . .. . Tahun 2019 ten tang Pemilihan 

Kepala Desa antar waktu melalui musyawarah desa. 



.................................................. 

BADANPERMUSYAWARATAN DESA 
DESA KECAMA TAN . 

KABUPATEN TEGAL 
Ketua 

NO NAMA TEMPAT/TGL TEMPAT BERASAL KETERANGAN 
LAH IR TINGGAL DARI 

UN SUR 
1 2 3 4 5 6 

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESAANTAR WAKTU 
MELALUT MUSYAWARAH DESA 

DESA KECAMATAN KABUPATEN TEGAL 

LAMPIRAN :KEPUTUSAN BPD K.ECAMATAN . 
NO MOR TAHUN . 
TENTANG 
PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA 
DESA ANTAR WAKTU. 



Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 

2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, 
sebagaimana telah dirubah dengan PP 47 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 
Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2014 Tentang Desa; 

Menimbang : a. bahwa agar pelaksanaan pemilihan kepala desa antar waktu 
desa.......... Kecamatan . . . . . . . . . . . . dapat berjalan dengan lancar, 
arnan, tertib dan terkendali, maka perlu dibuat tata tertib yang akan 
dijadikan standar Operasional Prosedur oleh Panitia; 

e. bahwa dalam penyusunan Tata tertib sebagaimana dimaksud pada 
huruf a, selain tetap mendasarkan pada Peraturan Daerah 
Kabupaten Tega! Nomor 6 Tahun 2015 tentang Kepala Desa, 
Perangkat Desa dan BPD yang telah diubah dengan Peraturan 
Daerah Kabupaten Tegal Nomor 14 Tahun 2016, juga mendasarkan 
pada Peraturan Bupati 'regal Nomor . . . . . . . Tahun 2019 Ten tang 
Pemilihan Kepala Desa antar waktu; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 
huruf adi atas, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan 
Kepala Desa an tar waktu Ten tang Tata Tertib Pemilihan Kepala 
Desa antar waktu desa , Kecamatan Kabupaten 
Tega!. 

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA 

KABUPATEN TEGAL 
I>~~~ .•...................... KE~~'I'AN . 

TATA TERTIB PIMILIHAN KEPALA DESA AN'f AR W AKTU 
MELALUI MUSYAWARAH DESA. 

TENTANG 

NOMOR : . 

KEPU'fUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTUMELALUI 
MUSYAWARAH DESA. 

D ESA , KECAMA TAN . 
KABUPATEN TEGAL 

LAMPIRAN III : 
PERATURAN BUPATI TEGAL 
NOMOR : TAHUN 2019 
TENTANG 
PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU MELALUI MUSYAWARAH DESA. 

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN 
TENTANG TATA TERTIB PILKADES ANTAR WAKTU MELALUI MUSYAWARAH DESA. 

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU MELALUI MUSYAWARAH DESA. 
DESA KECAMATAN KAJ3UPATEN TEGAL 

Sekretariat : Jl. No Desa Kee Kabupaten 'regal. 



'P- UMI AZIZ 

fl,_. BUPATI TEGAL k 

TEMBUSAN : Keputusan ini disarnpaikankepada Yth. : 
1. Bupati Tegal di Slawi; 
2. Kepala Dinas Permasdes Kab. Tegal; 
3. Inspektur Inspektorat Kab. Tegal; 
4. Camat. di ; 
5. Ketua BPD Desa .. 
6. Arsip. 

.......................................... 

PANJTIA PEMILlHAN KEPALA DESA 
ANTAR WAKTU MELALUI MUSYAWARAH DESA. 

DESA KECAMATAN . 
KABUPATEN TEGAL 

Ketua 

Ditetapkan di 
pada tanggal 

Peraturan Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa antar waktu melalui 
musyawarah desa, Desa Kecamatan Kabupaten Tegal. 
Peraturan Tata Tertib sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU 
adalah sebagaimana lercantum dalam lampiran Keputusan ini. 
Peraturan Tata Tertib sebagairnana dimaksud Diktum KESATU sebagai 
pedomonan dan Standar Operasional Prosedur yang harus dijadikan 
acuan kerja Panitia Pernilihan Kepala desa antar waktu. 
Peraturan Tata Tertib ini juga harus dipatuhi oleh semua pihak yang 
terkait dan punya kepentingan dengan proses Pemilihan Kepala desa 
an tar waktu desa Kecamatan termasuk pelarnar, Calon 
maupun calon Kades an tar waktu terpilih. 
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

MEMUTUSKAN 

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang 
Pemilihan Kepala Desa yang telah diubah dengan Peranturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 Tentang perubahan atas 
Pereaturan Menteri dalam negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang 
pemilihan Kepala Desa; 

5. Peraturan Daerah Kabupaten 'regal Nornor 6 Tahun 2015 
tentangKepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan 
Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten 
Tegal Nomor 14 Tahun 2016 tentangPerubahan atas Peraturan 
Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2015 tentang Kepala Desa, 
Perangkat Desa clan Badan PerrnusyawaratanDesa; 

6. Peraturan Bupati Tegal Nomor .. .. .. .. Tahun 2018 tentangKepala 
Desa. 

7. Peraturan Bupati Tegal Nomor ........ Tahun 2019 tentang Pemilihan 
Kepala Desa antar waktu. 

KE LIMA 

KEEMPAT 

KETIGA 

KEDUA 

Menetapkan 
KESATU 



d. Baris keempat : "KABUPATEN TEGAL" 
c. Baris ketiga : "DESA KEC " 

B. Pedoman stempel 
1. Stempel Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu berbentuk empat persegi 

panjang dengan ukuran panjang dan lebar : ±2,5 Cm x 5,5 Cm 
2. lsi Tulisan : 

a. Baris pertama: "PANITIA" 
b. Baris kedua: "PEMILIHAN KEPALA DESAANTAR WAKTU" 

Sekretaris (Stempel Panitia) Ketua 

KABUPATEN TEGAL 
DESA KECAMATAN . 

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESAANTAR WAKTU MELALUI MUSYAWARAH DESA. 

KABUPATEN TEGAL 
Sekretariat : ...... (ditulis alamat kantor Sekretariat) Telp ....... kode pos ........ 

DESA KECAMATAN . 
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESAANTAR WAKTU MELALUI MUSYAWARAH DESA. 

(5) Pada bagian bawah kop surat setelah tulisan "Sekretariat"di beri garis tebal. 
3. Semua surat dengan menggunakan Kop Surat Panitia Pemilihan Kepala Dess. 

antar waktu ditandatangani oleh Ketua di sisi sebelah kiri dan Sekretarisdi sisi 
sebelah kanan. 

4. Contoh bentuk kop surat Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu dan 
penandatangan selengkapnya sebagai berikut: 

Pos ,, . 

(3) Tulisan pada baris ketiga dengan hurufbalok: "KABUPATEN TEGAL". 
(4) Tulisan pada baris keempat dengan huruf kecil :"Sekretariat 

: {ditulisalamatkantorsekretariat panitia}Telp Kode 

"D ESA KECAMAT AN ". 

A. Pedoman Kop Surat 
1. Kop Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu ditulis pada bagian atas 

tengah dari kertas surat dengan huruf/tulisan berwarna hitam. 
2. lsi tulisan dan ukuran: 

( 1) Tulisan pada baris pertama dengan huruf balok : "PANITIA PEMILIHAN 
KEPALA DESA ANTAR W AKTU". 

(2) Tulisan pada baris kedua dengan huruf balok 

PEDOMAN KOP SURAT, STEMPEL DAN SAMPUL SURAT 
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU MELALUI MUSYAWARAH DESA. 

LAMPIRAN IV : 
PERATURAN BUPATI TEGAL 
NO MOR : TAHUN 2019 
TENTANG 
PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU MELALUI MUSYAWARAH DESA. 



({ UMI AZIZAH. 

~UPATI TEGAL, 

Kepada: 
Yth . 

di 

Dibubuhi 
stempel 

Nomor: 

PANITlA PEMILIHAN KEPALA DESAANTAR WAKTU 
MELALUI MUSYAWARAH DESA. 

DES/\ I<EC/\MATJ\N . 
KABUPATEN TEGAL 

Sekretaria t : , . , . 

a.Sampul surat Panitia Pemillhan Kepala Desa antar waktu berbentuk empat 
persegi panjang dan berwarna putih. 

b.1'ulisan terletak di bagian atas tengah sampul surat dengan isi tulisan sebagai 
berikut: 
- Baris pertarna : "PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESAANTAR WAKTU" 
- Baris kedua: ''DESA KECAMATAN " 
- Baris ketiga: "KABUPATEN TEGAL" 
- Bariskeempat : "Sekretariat : " 
- Baris kelima: Garis ganda tebal. 

c. Setiap sampul surat yang akan digunakan untuk mengirim surat, pada bagian 
depan sampul harus diberi stempel panitia dan diparaf Ketua atau Sekretaris 
Panitia. 

d. Contoh sampul : 

C. Pedoman Sampul Surat 

KABUPATEN TEGAL 
])~ ~~ ......••...•.••.••• 

PANITIA 
PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU 

MELALUI MUSYAWARAH DESA. 

3. Tinta yang digunakan berwama hitam. 
4. Contoh bentuk stempel Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu sebagai : 



KEC , KABUPATEN TEGAL 
DESA . 

BANTUAN KEUANGAN 
UNTUK BIAYA PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA 

DESA ANTAR WAKTU MELALUI MUSYAWARAH DESA. 
TAHUN . 

PROPOSAL 

LAMPIRAN V: 
PERATURAN BUPATI TEGAL 
NOMOR: TAHUN 2019 
TENTANG 
PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU MELALUI MUSYAWARAH DESA. 



TEMBUSAN: disampaikan Kepada Yth: 
1. Kepala Dispennades Kab'Tegal; 
2. Camat . 
3. Arsip. 

Mengetahui, 
KetuaBPD . 

ttd clan cap 

Panitia Pemilihan kepala Desa antar waktu 
Desa . 

Ketua 

1. Alat Tulis Kantor (ATK); 
2. Honorarium Panitia, petugas keamanan serta petugas lain sesuai situasi 

dan kondisi yang diperlukan; 
3. Konsumsi rapat-rapat dan akomodasi; 
4. Pengadaan atau sewa alat-alat perlengkapan selama pelaksanaan 

pemilihan kepala desa an tar waktu. 
5. Publikasi dan dokumentasi. 

Dilaporkan, bahwa jumlah anggaran yang dibutuhkan dalam 
pemilihan kepala desa an tar waktu.. .. total sebesar Rp . 
................ ( ), dimana biaya tersebut bersumber dari 
APBDesa Tahun anggaran sebesar Rp ( ). 

Sehubungan bal tersebut diatas, dengan ini kami mohon kepada 
Bapak Penjabat Kepala desa berkenan rnencairkan bantuan keuangan 
untuk biaya Pilkades antar waktu tersebut, selanjutnya sebagai data 
dukung dengan ini dilampirkan Rencana Anggaran Biaya (RAB). 

Demikian untuk menjadikan periksa dan atas terkabulnya 
permohooan ini disampaikan terima kasih. 

Berdasarkan hasil rapat Panitia Pemillhan Kepala Desa antar 
waktu desa......... Kee .. . . . .. . .. Kabupaten Tegal, kami telah merencanakan 
Penggunaan Dana Bantuan Keuangan untuk biaya Pelaksanaan Pemilihan 
Kepala Desa an tar waktumelalui musyawarah desaTahun .. .. .... yang 
berasal dari APBDesa ..... dengan perencanaan penggunaan sebagai berikut 

des a 

Di- 
Bantu an 

Pemilihan 
an tar 

[Desa] , . 
Kepada 

Yth. Penjabat Kepala Desa . 1 (satu) bendel 
Permohonan Dana 
Keuangan biaya 
Ke pal a Des a 
waktumelalui musyawarah 

Norn or 
Larnpiran 
Perihal 

DESA KECAMA'I'AN KABUPATEN . 
Alamat : Jln Desa Kee Kabupaten No. Telp Kode Pos 

Kop Panitia pemilihan kepala desa antar waktumelalui musyawarah desa. 



Tujuan : 
1. Terwujudnya proses pemilihan Kepala Desa antar waktu yang Jujur , adil, 

transparan dan bermartabat sesuai prinsip-prinsip demokrasi. 
2. Dengan dilandasi semangat gotong-royong kegiatan Pilkades antar waktu 

di desa Kee diharapkan dapat terlaksana dengan aman, lancer 
dan tertib serta kondusif. 

3. Meningkatkan Kualitas demokrasi dan penguatan kelembagaan 
masyarakat dalam kegiatan Pemilihan kepala desa antar waktu. 

4. Mendorong terwujudnya Partisipasi masyarakat melalui perwakilan unsur 
unsur yang ada didesa dalam mengikuti proses Pilkades antar waktu di 
desa Kee Kabu paten Te gal. 

5. Terpilihnya kepala desa hasil pemilihan Kepala Desa antar waktu yang 
diharapkan dapat membawa desanya kedepan lebih maju dan sejahtera, 

B. MAKSUD DAN TUJUAN. 
Maksud dari kegiatan ini adalah terpilihnya Kepala Desa antar waktu dan 
meningkatkan partisipasi masyarakat melalui keterwakilan unsur yang ada di 
desa untuk menyalurkan hak demokrasinya dalam rangka menentukan 
pilihan terhadap pemimpinnya/Kepala Desa Kecamatan 

A. LATARBELA.KANG. 
Bahwa jabatan kepala Desa Kecamatan telah kosong 

karena Kepala Desa (sdr ) berdasarkan Keputusan Bupati Tegal 
Nomor Tahun telah diberhenti.kan. 

Bahwa masa jabatan kepala desa yang ditinggalkan oleh sdr. .. . 
masih tersisa ( ) tahun. Dan berdasarka Perda Kabupaten Tcgal 
Nomor 6 tahun 2015 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD, yang 
telah diubah dengan Perda kabupaten Tega! Nomor 14 Tahun 2016 dan 
berdasarkan Peraturan Bupati TegaJ Nomor Tahun 2018 Tentang 
Pemilihan Kepala Desa antar Waktu perlu segera diadakan pemiliban Kepala 
Desa an tar waktu. 

Desa memilikiLuas wilayah Km dan bcrbatasan 
disebelab selatan dcsa sebelah utara desa sebebalah timur desa 
...... dan sebelah barat desa . 

Desa terdiri dari RT, RW dan pedukuhan 
dengan jumlah penduduk sebanyak jiwa. Dari jumlah jiwa sebanyak 
.......... terse but yang memiliki hak pilih berdasarkan DPT Pemilu Kada Tahun 
.......... sebanyak ± atau sesuai data pemilih yang terdaftar dalam DPI' 
Tahun adalah sebanyak jiwa, 

Babwa berdasarkan Peraturan Bupati Nomor Tahun 2018 ten tang 
Pemiliban Kepala Dea natar Waktu, biaya Pilkades antar waktu berasal dari 
APBDesa, sehubungan dengan hal tersebut dengan ini diusulkan pencairan 
anggaran Pilkkades antar waktu tersebut kepada Pemerintah desa .. 
Kecamatan Kabupaten Tegal Tahun Anggaran . 

PAN1TIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU MELALUI MUSYAWARAH DESA 
DESA KECAMATAN KABUPATEN . 

Ala.mat : Jln Desa Kee Kabupaten No. Telp Kode 
Pos . 



No. t)niUUJ. Kegiatan TB:Dggal, BulB:D dan 
Tahun 1. La.poran Pada bupati ten tang akan 

<Ulaksanaka.nnya pemilihan kepala desa antara 
waktu melalui musyawarah Desa. 

2. Pembentukan Panitia oleh BPD. 

G. TABAPAR ATAU JADWAL PBLAKSARAAR. 

I'. SUS111'AR KEPAIOTIAAII. 
Sesuai basil Rapat BPDtelah dibentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa 

antar waktu desa. , Kee , Kabupaten Tegaldengan keputusan BPD desa 
......... Nomor Tahun.......... (Keputusan terlampir), den berdasarkan 
musyawarah Panitia telah ditetapkan susunan Panitia, sebagai berikut: 

1. Ketua; 
2. Sekretaris I; 
3. Sekretaris Il; 
4. Bendahara; 
5. Seksi penetapan peserta musyawarah; 
6. Seksi Penjaringan dan Penyaringan; 
7. Seksi rapat <!AA inusyawara.b; 
8. Seksi Perlengkapan; 
9. Seksi publikasi den dokumentasi; 

10. Selem pembantu umum; 
11. Seksi Keamanan den ketertiban. 

B. PBIIBIAYAAR. 
Untuk meJaksanakan kegiatan sebegaimana tersebut diatas, 

diperkirakan menghabiskan biaya sebesar Rp. ( terbilang) yang 
bersumber dari APBDesa Tahun anggaran . 

C. MANPAAT KEOIATAII. 
1. Tercukupinya sarana partisipasi masyarakat daJam menyalurkan suaranya 

dalam pilkades antar waktu; 
2. Tumbuhnya semangat gotong royong den partisipasi masyarakat dalam 

prosesPilkades antar waktu desanya; 
3. MengoptirnaJkan tugas-tugas Panitia Pilkades antar waktu; 
4. Terpenuhinya harapanmasyarakat akan pemimpin desa yang berkualitas 

~1¢<ljble. 

D. RERCARA KEGIATAN. 
1. Tersedianya Alat Tulis Kantor (ATK) untuk keperluan Pilkades antar waktu 

yang memadai. 
2. Tercukupinya sarana den prasarana yang diperlukan dalam rangka 

p~~Sllll.@n pc;milih~ kep~~ desa fll.lW w~ m'Qlaj c4ri pe!'~lil~ 
sampai dengan penetapan calon terpilih; 

3. Tersedia/terpenuhi honorarium Panitia den petugas lain yang nyata-nyata 
~g~t diperlukan. untuk me~clwamg tugas pani~ y~g cU~l,l{ljk{lp situasi 
dan kondisi yang diperlukan. 

4. Tersedianya konsumsi rapat-rapat serta akomodasi proses Pilkades, 
5. Pengeloaan Publikasi den dokumentasi yang baik. 



3. Rapat musyawarah Panitia untuk menetapkan 
.iabatan daJam keoanitian. 

4 Pengajuan . Permohonan Bia ya Pilkades an tar 
waktu keoada Peniabat Keoala Desa. 

5. Persetujuan biaya Pilkades antar waktu oleh 
Peniabat kenala desa 

6. Pengumuman dan sosialisasi Penjaringan Balon 
Kades antar waktu. 

4. Pendaftaran balon Kades antar waktu. 
5. Penjaringan Balon Kades antar waktu melalui 

musyawarah Desa dan penelitian persyaratan 
admjnistrasi. 

6. Penyaringan Balon kades an tar waktu, dan 
Seleksi Akademis apabila pelamar lebih dari 3 
ltie:a) orang. 

7. Perpanjangan pendaftaran balon kades, jika 
pelamar kurang dari 1 (satu) orang atau belum 
adapelamar 

8. Penetapan balon kades menjadi Calon Kades 
antar waktu. 

9. Pengumuman nama-nama cal on Kades an tar 
waktu vana berhak dipifih, 

10. Musdes untuk menentukan perwakilan 
unsur /komponen masyarakat yang berhak 
mengikuti musdes pemilihan kepala desa antar 
waktu. 

11. Keputusan BPD tentang penetapan perwakilan 
komponen/unsur masyarakat yang berhak 
mengikuti musdes pilkades an tar waktu 
berdasarkan BA Musdes 

12. Pengumuman kepada masyarakat ten tang 
perwakilan komponen/unsur masyarakat yang 
berhak mengikuti musdes pilkades antar waktu 
oleh Panitia. 

13. Pengundian Nomor Urut Cal on Ka des an tar 
waktu. 

14. Penetapan Tata Cara Pelaksanaan Pemilihan 
Kades ·antar waktu yang dituangkan dalam Tata 
Tertib Panitia. 

15. Penetapan Tata Cara Pelaksanaan penyampaian 
prozram oleh oara calon kades antar waktu. 

16. Pelaksanaan penyampaian program oleh para 
calon ka.des antar waktu. 

17. Persia pan Penyediaan Peralatan, Perlengkapan 
(sarana dan prasarana) serta tempat musyawarah 

tuk oemilib unn an. 
18. Pelaksanaan musyawarah pemilihan kepala desa 

anatar waktu. 
19. Pen eta pan hasil pemilihan kepala desa antar 

waktu. 
20. Penetapan Calon Kepala Desa an tar waktu 

terpilih, 



L BUPATI TEGAL 
1 

.............................................. 

ttd/cap 

Mengetahui 
Sadan Permusyawaratan Desa 

Desa . 

·················································· 

ttd/cap 

Panitia Pemilihan Kepala Desa 
antar waktu melalui 
musyawarah Desa 

Desa . 

Desa , , . 

H. PENUTOP. 
Ocmilcian proposal kegiatan yang akan akan dilaksanakan oleh Panitia 

Pemilihan Kepala desa antar waktu Desa Kecamatan 
............... Kabupaten Tegal, semoga mendapatkan persetujuan dan bermanfaat 
bagi suksesnya pelaksanaan Pilkades an tar waktu desa . 

21. Laporan Panitia kepada BPO tentang pelaksanaan 
dan basil Musdes pemilihan kepala desa an.tar 
waktu. 

22. La.po ran BPO kepada bupati melalui cam at 
tentang basil pilkades antar waktu dan sekaligus 
mohon untuk nenzanekatan scrta oelantikan. 

23. Laporan pertanggungjawaban biaya pelaksanaan 
Pilkades antar waktu kepadaPenjabat kepala desa 
menaetahui BPD. 



NO. JENIS ANGGARAN SATUAN Volume HAR GA JUMLAH 
IRo\ (Rp) 

I ALAT TULIS KANTOR / ATK 
A. BaraDg pakal habla 

1 Amlpop besar lem doos 2,00 20.700,00 41.400,00 
2 Amlpop sedang lem doos 5,00 28.500,00 142.500,00 
3 Bak stempel buah 2,00 14.900,00 29.800,00 
4 Balpoint standart buah 10,00 5.200,00 52.000,00 
5 Buku agenda 100 hal buku 1,00 22.500,00 22.500,00 
6 Buku Kas folio buku 2,00 31.100,00 62.200,00 
7 Buku Kuitansi panjang buku 2,00 19.000,00 38.000,00 
8 Buku nota kontan buku 2,00 3.400,00 6.800,00 

Buku Tulis Ekspedisi isi 100 
9 lembar buku 1,00 10.000,00 10.000,00 
10 Buku tulis isi 38 lembar buku 9,00 5.100,00 45.900,00 
11 Flash disk 64 GB buah 1,00 290.000,00 290.000,00 
12 Gunting besar buah 2,00 26.700,00 53.400,00 
13 Ink Cartrigde canon buah 2,00 270.000,00 540.000,00 
14 Isi steples besar doos 5,00 8.700,00 43.500,00 
15 Isi steples kecil doos 5,00 4.100,00 20.500,00 
16 Jepitan kertas buah 20,00 6.100,00 122.000,00 
17 Karet gelang kg 1,00 65.000,00 65.000,00 

Kertas HVS 70 gram folio (500 
18 lb) rim 6,00 64.400,00 386.400,00 

Kertas HVS Doble folio 20 gr 
19 (500 lb) rim 4,00 120.000,00 480.000,00 
20 Kertas Manila karton lembar 10,00 10.000,00 100.000,00 
21 Lakhan besar buah 5,00 4.100,00 20.500,00 
22 Lem besar botol 2,00 10.700,00 21.400,00 

23 Lem tanggung botol 3,00 4.100,00 12.300,00 
Paku payung/paku 

24 jamur /pines kg 1,00 64.400,00 64.400,00 
25 Penggaris kecil (besi) 30 cm buah 2,00 8.500,00 17.000,00 
26 Penggaria beaar {beai) 50 cm buah 2,00 21.000,00 42.000,00 
27 Penggaris mika 40 cm buah 1,00 12.100,00 12.100,00 
28 Penjepit kertas besar /klip 20,00 8.500,00 170.000,00 

besar buah 
29 Penjepit kertas kecil/klip kecil 10,00 4.100,00 41.000,00 

binder 105 doos 
30 Pensil atandart buah 10,00 4.000,00 40.000,00 
31 Pisau lipat / Cutter buah 4,00 23.500,00 94.000,00 
32 Plastik kg 1,00 34.500,00 34.500,00 
33 Porporator/Pelubang kertas buah 3,00 46.600,00 139.800,00 

sedane: 

PANJTIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTUMELALUI MUSYAWARAH DESA 
DESA KECAMATAN . 

RENCANA ANGGARAN BIAVA (RAB) 

LAMPIRAN VI : 
PERATURAN BUPATI TEGAL 
NOMOR: TAHUN 2019 
TENTANG 
PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU MELALUI MUSYAWARAH DESA. 



34 Snelhekter kertas buah 30,00 1.400,00 42.000,00 
35 Snelhekter plastik buah 20,00 16.400,00 328.000,00 
36 Spidol kecil buah 20,00 10.000,00 200.000,00 
37 Spidol besar permanent buah 10,00 12.000,00 120.000,00 
38 steples kecil/ helmeces kecil buah 5,00 20.000,00 100.000,00 
39 Steples besar/helmeces besar buah 5,00 30.000,00 150.000,00 
40 Stip/penghapus buah 5,00 6.900,00 34.500,00 
41 Stomap kertas buah 30,00 1.300,00 39.000,00 
42 Stopmap plastik buah 20,00 17.300,00 346.000,00 
43 Tali ravia rol 4,00 42.900,00 171.600,00 
44 Tambang plastik rol 3,00 6.400,00 19.200,00 
45 Tempat ballpoin buah 3,00 15.000,00 45.000,00 
46 Tinta komputer botol 3,00 67.000,00 201.000,00 
47 Tinta Stempel botol 2,00 6.400,00 12.800,00 
48 Tip ex/penghapus cair buah 3,00 19.000,00 57.000,00 

B. Cetak dau. Pengandaan 
1 Penjilidan 

-DPS, DPI'b dan DPI' buku 5,00 10.000,00 50.000,00 
2 Fotocopy -fotocopy 

- Surat-surat clan gambar- 
mmibar/brosur lembar 2.500.00 300.00 750.000.00 

Jumlah I 5.927.000.00 
n PEMBUATAN KOTAK SUARA 

DAN 
BILIKSUARA 
(apabila pelaksanaan pemilihan 
harus dilakasanakan dengan 
oemunzutan suara 0.00 

Jumlah II 
Ill PENCETAKANSURATSUARA 

DANFOTO 
-JIKA PILKADES DENGAN 
PEMUNGUTAN SUARA. lembar 2.500,00 500,00 1.250.000,00 

Jumlah Ill 1.250.000.00 
IV HONORARIUM PANITIA DAN 

PE MB ANTU 
PANITIA SERTA PETUGAS 
KEAMANAN DAN 
PETUGAS LAIN SESUAI 

SITUASI DAN KONDISI 
YANG DIPERLUKAN. 
- Ketua ok 10,00 45.000,00 450.000,00 
- sekretaris ok 10,00 35.000,00 350.000,00 
- Anggota / Seksi-seksi ok 70,00 34.000,00 2.380.000,00 
- Pembantu Panitia ok 150,00 30.000,00 4.500.000,00 
- Petugas lain/ Petugas 
Keamanan ok 50.00 28.000.00 1.400.000,00 

Jumlah IV 9.080.000,00 
v KONSUMSI RAPAT-RAPAT DAN 

AKO MO DASI ok 20,00 10.000,00 200.000,00 
1 Rapat Pembentukan Panitia 

/snack ok 20,00 10.000,00 200.000,00 
2 Rapat Persia pan Panitia / snack ok 20,00 10.000,00 200.000,00 
3 Rapat Penelitian berkas/ snack ok 20,00 10.000,00 200.000,00 
4 Rapat Panitia lengkap / snack ok 20,00 10.000,00 200.000,00 
5 Rapat dengan RT dan 

RW/snack ok 20.00 10.000.00 200.000,00 



1 UM! AZIZAH. 

Desa , . 
Ketua Paniitia Pemilihan KepaJa Desa antar waktu 

melalui musyawarah desa 
Desa . 

ttd/cap 

Mengetahui 
BPD , . 

ttd/cap 

6 Rapat penyampaian program ok 20,00 10.000,00 200.000,00 
- Snack ok 30,00 10.000,00 300.000,00 
- Makan ok 30,00 30.000,00 900.000,00 

7 Rapat pleno Panitia tentang 
penentuao 
dan pengusulan calon Kades 
terpilih 
- Snack ok 30,00 10.000,00 300.000,00 
- Makan ok 30,00 30.000,00 900.000,00 

8 Rapat pembubaran Panitia 
pilkades. 
- Snack ok 30,00 10.000,00 300.000,00 
- Makan ok 30.00 30.000.00 900.000 00 

Jumlah V 5.000.000,00 
Vl PENGADAAN /SEWA ALA'I'- 

ALAT PERLENG_ 
PAN DILUAR KEPERLUAN 
PADA SAAT HARJ 
PEMUNGUTAN SUARA DAN 
PENGH1TUNGAN 0,00 
SU ARA O ()0 

a. Kelengkapan Panitia 0,00 
-Tanda pengenal panitia 
b. Operasional Panitia ok 12,00 150.000,00 l.800.000,00 
- Kaos pantarlih 0,00 
- Operasional Pantarlih 0 00 
- Penggandaan DPS,DPTS dan 
DPT 0,00 
- Klarifikasi dengan Panitia 

pen ea was 
Jumlah VI l.800.000 00 vu PUBLIKASI DAN 

DOKUMENTASr 
- Binner/spanduk informasi 
/himbauan meter 4,00 79.700,00 318.800,00 
- Dekorasi (disesuaikan) - 0,00 
- Cuci cetak foto 12 R lembar 10,00 76.100,00 761.000,00 
- CD/Vidio pak 1,00 32.400,00 32.400,00 
- Album foto buah 3,00 101.600 00 304.800 00 

Jumlab VU 1.417.000,00 
Jumlah Total I + Ir + ill + IV + v 26.377 .000,00 +VJ+ VII 



7. Berkelakuan baik, yang dibuktikan dengan 
Surat Keterangan Catatan Kepolisian 
(SKCK). 

5. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) 
tahun terhitung selama masa pendaftaran, 
yang dibuktikan dengan Coto copy akta 
kelahiran atau surat kelahiran yang 
dilegalisir oleh pejabat yang berwenang. - 

6. Sehat jasmani dan rohani, yang dibuktikan 
dengan surat keterangan kesehatan dari 
dokter Pemcrintah. 

4. Foto Copy STTB yang dilegalisir oleh pejabat 
yang berwenang . 

3. Surat Pemyataan Setia kepada Pancasila 
sebagai Dasar Negara, Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945, dan kepada Negara Kesatuan 
Republik Indone$i~ serta Pemerinmh 

2. Surat pemyataan bertaqwa kepada Tuhan 
Yang Maha Es 

1. Surat Pernyataan tidak akan 
mengundurkan diri apabila sudah 
ditetapkan sebagai calon kepala desa. 

- 

MS TM BT Ket 
S L 

Jenis Persyaratan No 
Kriteria 

TAHUN . 

PERSYARATAN BAKAL CALON KEPALA DESA ANTAR WAKTU 
MELALUI MUSYAWARAH DESA 

I)f;:3A ••••••••••••••••••••••••• l{E;~J\f\1J\.1'AN •••••••••••••••••••• l{J\f3{Jl>J\1'F;l'J 1'f;Cl~ 

-FORM /BLANGKO PENELITIAN -BER.KAS I,.AMJ\.RAN 

LAMPIRAN VII : 
PERATURAN BUPATI TEGAL 
NOMOR : TAHUN 2019 
TENTANG 
PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU MELALUI MUSYAWARAH DESA. 



17. ljin dari atasan atau pejabat yang 
berwenang, bagi PNS/ASN, anggota TNI, 
POLRI, karyawan BUMN /BUMD, yang 
dibuktikan denzan suarat ijin dari pembina 

16. ljin cuti bagi perangkat desa aktif yang akan 
mencalonkan diri, yang dibuktikan surat ijin 
cuti dari Penjabat Kepala desa. 

15. Lulus tes kejiwaan yang dibuktikan dengan 
surat keterangan lulus tes kejiwaan yang 
dikeluarkan oleh rumah sakit Pemerintah. 

14. Bebas narkotika dan obat terlarang 
(NARKOBA) dibuktikan dengan surat 
keterangan dari pejabat yang berwenang. 

13. Surat Pernyataan siap menerima hasil 
pemilihan Kepala Desa antar waktu dan 
tidak membuat gangguan ketertiban dan 
keamanan masyarakat. 

12. Surat Pernyataan belum pernah menjabat 
sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali 
masa jabatan baik secara berturut-turut 
maupun tidak berturut-turut, baik di 
desanya maupun desa lain diseluruh 
wilayah NKRI. 

11. Tidak dicabut hak dipilihnya sesuai dengan 
keputusan pengadilan yang mempunyai 
kekuatan hukum tetap, yang dibuktikan 
dengan surat keterangan dari Pengadilan 
Negeri. 

10. Tidak pemah dihukum karena melakukan 
tindak pidana kejahatan dengan hukuman 
paling singkat 5 (lima) tahun, yang 
dibuktikan dengan surat keterangan dari 
Pengadilan Negeri. 

9. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Elektronik 
(KTP-el) / Surat Keterangan KTP-el dan foto 
copy Kartu Keluarga yang dilegalisir oleh 
pejabat yang berwenang. 

I 8. Surat Pemyataan tidak mengundurkan diri 
apabila sudah ditetapkan sebagai calon 
kepala desa. 



1 UMI AZlZAH. 

l\.;auPATI TEGAL, 

Keterangan: 
MS : Memenuhi Syarat 
TMS : Tidak memenuhi Syarat 
BTL : Berkas Tidak Lengkap. 

Cap/ttd 

PANl'flA PEMTLIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU 
MELALUI MUSYAWARAH DESA 

DESA KECAMA'fAN . 
KABUPATEN TEGAL 

Ketua 

................................. , . 

kepegawaian/ atasan/ pejabat yang 
berwenang dilingkungan kerjanya. 

21. Daftar Riwayat Hidup (DRH) 

20. Pas foto tcrbaru uk:ura:n post card dengan 
Iatar beJakang biru benhur,sebanyak 2 
( dua) lem bar. 

19. Pas foto berwama terbaru dengan latar 
bela kang biru benhur, ukuran 4 x 6 cm, 
sebanyak 3 (tiga) lembar. 

18. Foto copy surat pengangkatan di lembaga 
pernerintahan desa bagi rnereka yang 
pernah bekerja/mengabdi di pemerintahan 
desa seternpat. 



f UM! AZIZAH. 

........................ ' . 
Yang Mene.rima 

Nama 
Alamat 

Tanda terima 
Surat Pemberitahuan 

-- - - ----- - -- - - ---- - - --- - - --- - --- - ---- -- ---- ----- -- - - - -- ----- -- - ----- - -- -- - - -.P.otong.di-$in.l- 

PANJTlA PEMlLIHAN KEPALA DESA 
ANTAR WAICTU MELALUl MUSYAWARAH DESA 

OESA KECAMATAN . 
KABUPATEN TEGAL 

Kctua Yang Menerima 

Diterima 
Tanggal.. . 

Dernikian untuk menjadikan perhatian. 

Sehubungan dengan hal tersebut di atas , dengan ini diharap 
saudara segera melengkapi berkas persyaratan tersebut paling lambat pada 
tanggal jam atau ( ) hari sejak diterimanya surat 
pemberitahuan ini. 

Setclah dilakukan penelitian terhadap berkas lamaran dan 
persyaratan yang saudara sampaikan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa 
antar waktu, desa , Kecamatan Kabupaten Tega) 
pada taoggal , dengan ini cllberitahukan bahwa berkas lamaran dan 
persyaratan saudara maslh terdapat kekurangan sebagaimana dimaksud 
pada Pasal ...... ayat.. .... Peraturan Bupati Nomor ....... Tahun 2019 tentang 
Pemilihan Kepala Desa antar waktu , yaitu: 
1. ..... 
2.dst. 

Pelarnar Calon Kades antar waktu, 
Desa . 
Untuk : 

Sdr .. 
: Pernberitahuan Berkas 

Tidak lengkap. 

: ... /PanPilkades/AW/ ... Nomor 
Lampiran 
Perihal 

Kepada Yth. 

................... , . 

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU MELALUI MUSYAWARAH DESA 
DESA ...............•...... , KECAMATAN . 

KABUPATEN TEGAL 
Sekretariat : ....... (ditulis alamat kantor Sekretariat) Telp ...... kode pos ....... 

SURAT PEMBERlTAHUAN SYARAT DIRAGUKAN/TIDAK LENGKAP 

LAMPIRAN VIII: 
PERATURAN BUPATI TEGAL 
NOMOR : TAHUN 2019 
TENTANG 
PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU MELALUI MUSYAWARAH DESA. 



Yang Menerima 
.................... , .. 

Nam a 
Alamat: 

----------------------------------------------------------------------------~tongdj_s.ini 
Tanda terirna 

Surat PengembaUan Berkas 

. . .................................. 

Yang Menerima 

PANlTIA PEMILIBAN KEPALA DESA 
ANTAR WAKTU MELALUl MUSYAWARAH DESA 

DESA l<ECAMATAN . 
KABUPATEN TEGAL 

Ketua 

Diterima 
Tanggal. . 

Sehubungan deogan hal terscbut di atas , bersama ini kam.i 
kembalikan berkas persyaratan Saudara beserta lampiranya Jengkap. 

Demikian untuk menjadikan maklum. dan disampaikan terima 
kasih atas partisipasi dan perhatian. 

Setelah dilakukan penelitian terbadap lamaran beserta berkas 
persyaratan yang saudara sampaikan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa 
an tar waktu, Desa............. .. . . . . . Kee. . . . .. . . . . . . Kabupaten Tegal, berkas 
laroaran dan persyaratan yang saudara larnpirkan dinyatakan tidak 
memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal..... ayat . 
Peraturan Bupati Tegal Nornor .... Tahun 2019 tentang Pernilihan Kepala Desa 
antar waktu melalui musyawarah Dcsa, dengan alasan sebagai berikut: 
1 . 
2. dst. 

: Pengem balian Berkas. 

Kepada 
Yth. Pelamar Caton Kepala Desa 

antar waktu 
desa . 
Untuk: 

Sdr . 

: ... /Pan Pitkades/ AW/ ... Nomor 
Lampiran 
Perihal 

............................. , . 

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESAANTAR WAKTU MELALUI MUSYAWARAH DESA 
DESA , KECAMATAN . 

KABUPATEN TEGAL 
Sekretariat : [ditulis alamat kantor Sekretariat) Telp kode pos . 

SURAT PENGEMBALIAN BERKAS LAMARAN DAN TANDA TERlMA 

LAMPIRAN IX: 
PERATVRAN BUPATI TEGAL 
NOMOR: TAHUN 2019 
TENTANG 
PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU MELALUI MUSYAWARAH DESA. 



f UM! AZIZAH. 

Tembusan : disampaikan kepada Ytb. 
1. Camat ; 
2. Ketua BPD desa, , Kee ; 
3. Pemerintah desa, Kee ; 
4. Ar sip. 

Yang membuat permohonan, 

Disampaikan dengan hormat, bahwa sehubungan akan 
dilaksanakannya Pemilihan Ke pal a Des a an tar waktu des a , 
Kecamatan , dimana pendaftaran akan dimulai pada 
tanggal , sampai dengan tanggal .......•.................. 20 . 

Sehu bungan hal tersebut diatas saya: 
Nama . 
Pekerjaan : Perangkat Desa , kecamatan . 
Tempat/tgl Lahir : . 
Ala.mat : . 
bemiat untuk ikut mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala desa antar 
waktu dimaksud, dan berdasarkan ketentuan Peraturan Bupati Tega! 
Nornor Tahun 2019 Tentang Pemilihan Kepala desa antar waktu, 
menegaskan bagi Perangkat Desa aktif yang akan mencalonkan diri dalam 
Pilkades antar waktu harus memperoleh ijin cuti dari Penjabat Kepala 
Desa. 

Berkaitan dengan ketentuan diatas, dengan ini saya mengajukan 
permohonan ijin cuti kepada Bapak/lbu Penjabat Kepala Desa . 

Demikian untuk menjdikan periksa dan atas terkabulnya 
permohonan ini disampaikan terima kasih 

Kepada: 
Ytb. Penjabat Kepala Desa , 

Kee . 
Di - 

Perihal : Permobonan cuti. 

........................ , , . 
SURAT PERMOHONAN CUTI DARI PERANGKAT DESA 

LAMPIRAN X: 
PERATURAN BUPATI TEGAL 
NOMOR: TAHUN 2019 
TENTANG 
PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU MELALUI MUSYAWARAH DESA. 



~ UMJ AZIZAH. 

Tembusan : disampaikan kepada Yth. 
1. Camat ; 
2. Ketua BPD desa, , Kee ; 
3. Ar sip. 

ttd/cap 

Penjabat Kepala Desa . 
Kecamatan . 

Membaca dan memperhatikan surat Saudara tertanggal 
........................ perihal permohonan ijin Cuti, rnaka dengan lni 
disampaikan hal-hal sebagai berikut: 
1. Pada prinsipnya saya menyetujui dan memberikan ijin cuti kepada 

Saudara untuk mencal.onkan diri dalam pemilihan kepala desa antar 
waktu des a , kec . 

2. Jjin cuti. ini diberikan mulai saudara mendaftar sebagai bakal calon 
Kades antar waktu sampai dengan ditetapkannya calon kades antar 
waktu terpilih sesuai tabapan/jadwal yang telah ditentukan; 

3. Selama menjalani ijin cuti dilarang menggunakan fasilitas .kedinasan 
untuk kepentingan. saudara yang ada kaitannya dengan pemiliban 
kepal.a desa antar waktu; 

4. Apabila saudara selesai menjalankan cuti agar segera melaksanakan 
tugas sesuai tugas pokok dan fungsi dalam jabatan saudara; 

5. Apabila saudara terpilih dan diangkat menjadi Kepala desa antar 
waktu, maka saudara akan diberhentikan dari jabatan perangkat 
des a. 

Demikian surat cuti ini cliberikan untuk dapat dipergunakan 
sebagaimana mestinya 

Kepada: 
Yth. Saudara . 

Perangkat Desa . 
Di- 

Nomor : / / . 
Lampiran : . 
Perihal : IJIN CUTI. 

. . . . . . . .. . . .. .. . . . . . . . . . ,. , . 

PEMERlNTAH KABUPATEN TEGAL 
KECAMATAN . 

DESA . 
Alamat: Jl. No Telp Kode Pos . 

SURAT IJIN CUTI BAGI PERANGKAT DESA 

LAMPIRAN XI : 
PERATURAN BUPATI TEGAL 
NOMOR : TAHUN 2019 
TENTANG 
PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU MELALUI MUSYAWARAH DESA. 



fl-BuPATJ TEGAL, 

Materai Rp. 6.000,- 

Yang Mernbuat Pernyataan, 

. .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' . 

Demikian pernyataan Ini saya buat dengan sebenarnya tanpa paksaan 
dan tekanan dari pihak manapun dan apabila temyata pernyataan ini tidak 
benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan hukum yang berlaku . 

mcnyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya bertaqwa kepada Toban Yang 
Maha Esa. 

····················································································· 
....................................................................................... 
....................................................................................... 
...................................................................................... 
....................................................................................... 
.................................................................................... Nam a 

Tempat/Tgl. Lahir: 
Jenis Kelamin 
Pekerjaan 
Alam at 

Yang bertanda tangan di bawah ini: 

SURAT PERNY ATAAN 
BERTAQWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA 

LAMPIRAN XII : 
P~RATURAN BUPATI TEGAL 
NOMOR: TAHUN 2019 
TENT ANG 
PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU MELALUI MUSYAWARAH DESA. 



........................................ 

Meterai Rp. 6.000,- 

Yang Membuat Pernyataan, 

• • • • • • • • • • • , , t •••••••••••• 1 ••••••••••••••••••••••••• 

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya setia kepada Pancasila 
sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik lndoncsia, serta 
Pernerintah. 

Dernikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa paksaan 
dan tekanan dari pihak manapun dan apabila Lernyata pernyataan ini t idak 
benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan hukum yang berlaku . 

Pekerjaan 

Alamat 

Tempat/Tgl. Lahir: 

Jenis Kelamin 

Nam a 

Yang berta.nda tangan di bawah ini : 

SURAT PERNYATAAN 
SETIA KEPADA PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA, UNDANG-UNDANG 

DASAR NEGARA REPUBLlK INDONESIA TAHUN 1945, DAN KEPADA NEGARA 
KESATUAN REPUBLIK INDONESIA, SERTA PEMERINTAH 

LAMPIRAN XIII : 
PERATURAN BUPATI TEGAL 
NOMOR: TAHUN 2019 
TENT ANG 
PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU MELALUI MUSYAWARAH DESA. 



r UMI AZTZAH. 

..............•....••.......••...•..••. 

Meterai Rp. 6.000,- 

.......................... , ··························· 
Yang Membual Pernyataan, 

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya tidak akan mengundurkan 
diri apabila telah ditetapkan sebagai calon kcpala desa antar waktu. 

Demikian pcrnyataan ini saya buat dengan sebcnarnya tanpa paksaan 
dan tekanan dari pihak manapun clan apabila ternyata pernyataan lni tidak 
benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan hukum yang berlaku . 

Agama 

Pekerjaan 

Alam at 

Tempat/Tgl. Lahir: 

Jcnis Kclarnin 

Nam a 

Yang bertanda tangan di bawah ini: 

SURAT PERNYATAAN 
TIDAK AKAN MENGUNDURKAN DIRT APABJLA 'TELAH DITETAPKAN SEBAGAI 

CALON KEPALA DESA ANTAR WAKTU 

LAMPIRAN XIV : 
PERA'l'URAN BUPATI TEGAL 
NOMOR: TAHUN 2019 
TENT ANG 
PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU MELALUI MUSYAWARAH DESA. 



······································· 

Meterai Rp. 6.000,- 

Yang Membuat Pernyataan 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . 

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya tidak pernah menjabat 
sebaga scbagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kalimasa jabatan, baik secara 
berturut-turut maupun berselang, baik di dcsa sendiri maupun desa lain 
diwilayah NKRI. 

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa paksaan 
dan tekanan dari pihak manapun dan apabila ternyata pernyataan ini tidak 
bcnar, saya sanggup dituntut sesuai kctentuan hukum yang berlaku . 

Nam a 
Jenis Kelamin 
Tempat/Tgl. Lahir: 
Agama 
Pekerjaan 
Alamat 

Yang bertanda tangan di bawah ini: 

SURAT PERNY ATAAN 
BELUM PERNAH MENJABAT SEBAGAI KEPALA DESA 

3 {TIGA) KALI MASA JABATAN 

LAMPIRAN XV : 
PERATURAN BUPA'l'I 'l'BGAL 
NOMOR : TAHUN 2019 
TENTANG 
PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAK1'U MELALUI MUSYAWARAH DESA. 



f UMJ AZfZAH. 

······································· 
Meterai Rp. 6.000,- 

Yang Mernbuat Pcrrryataan, 

........................... , . 

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya akan menerima hasil 
pem il ihan Kepala Desa an tar waktu desa , Kecamatan 
......................... , Kabupaten 'regal dan tidak akan rncmbuat gangguan 
Kamtibmas. 

Demikian pemyataan ini saya bual dengan sebenarnya tanpa 
paksaan dan tekanan dari pihak rnanapun dan apabila ternyata pcrnyataan 
ini tidak benar, saya sanggup dituntul sesuai ketentuan hukum yang berlaku . 

Nama 
.J enis Kelamin 
Tempat/Tg1. Lahir 
Pekerjaan 
Alamat 

Yang bertanda tangan di bawah ini : 

SURAT PERNYATAAN 
AKAN MENERIMA HASlL PEMILTHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU 

LAMPIRAN XVT : 
Pi:'~RATURAN BUPATI T1£GAL 
NOMOR: TAHUN 2019 
TENTANG 
PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU MELALU1 MUSYAWARAH DESA. 



UMI AZIZAH. 

Yang mernbuat, 

......................... , . 
14. Riwayat berorganisasi : . 

10. Nama Istri/Suami 
11. Nama anak 
12. Hobby 

13. .Riwayat penyakit 

Na.ma ibu kandung 
Narna bapak Kandung: . 

• -+ ,, •• 

. . 
. .. 
. ········································································· 

. ········································································· 

Nama 

Tempat tanggal Iahir 
J enis kelamin 
Ag ama 

Tempat Tinggal 

Pendidikan 
Pekerjaan 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

. •e..., et ,a; 
DAFTAR RIWAYAT HIDUP 

LAMPIRAN XVII : 
PERATURAN BUPA'J'J Tl£GAL 
NOMOR: TAHUN 2019 
TENTANG 
PRMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU MELALUl MUSYAWARAH DESA. 



Pada hari ini tanggal............. bulan............ Tahun.............. , 
Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu, Desa , Kecamatan 
.................... , Kabupaten Tegal telah mengadakan penelitian terhadap berkas 
lamaran beserta lampimya berupa persyaratan administrasi Bakal Calon / Pelamar 
Kepala Desa antar waktu, Desa , Kecamatan , Kabupaten 
Tegal sebagaimana dimaksuddalam Peraturan Bupati Tegal Nomor ....... Tahun 
2018tentang Pemilihan Kepala Desa antar waktu, dengan basil sebagai berikut: 
1. Jumlah Bakal Calon / Pelamar sebanyak .... ( .... ) orang. 
2. Berkas/lampiran Surat Lamaran yang diteliti meliputi: 

a. surat Pemyataan Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa 
b. Surat Pemyataan Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang 

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan kepada Negara 
Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah 

c. Foto Copy S'ITB yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang ; 
d. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun terhitung selama masa 

pendaftaran, yang dibuktikan dengan foto copy akta kelahiran atau surat 
kelahiran yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang ; 

e. Sehat jasmani dan rohani, yang dibuktikan dengan surat keterangan 
kesehatan dari dokter Pemerintah ; 

f. Berkelakuan baik, yang clibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan 
Kepolisian (SKCK) ; 

g. Surat Pernyataan tidak akan mengundurkan diri apabila telah ditetapkan 
sebagai calon kepala desa; 

h. Terdaftar sebagai penduduk yang dibuktikan dengan foto copy Kartu Tanda 
Penduduk Elektronik (KTP-el) / surat keterangan KTP-el dan Kartu Keluarga 
yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang ; 

i. Tidak pemah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan 
hukuman paling singkat 5 (lima) tahun, yang dibuktikan dengan surat 
keterangan dari Pengadilan Negeri ; 

j. Tidak dicabut hak dipilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang 
mempunyai kekuatan hukum tetap, yang dibuktikan dengan surat 
keterangan dari Pengadilan Negeri ; 

k. Surat Pemyataan tidak pemah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 
(tiga) kalimasa jabatan baik secara berturut-turutatau tidak berturut-turut, 
baik menjabat di desa yang bersangkutan maupun di desa lain di seluruh 
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; 

BERITA ACARA 

KABUPATEN TEGAL 
Sekretariat : (ditulis alamat kantor Sekretariat) Telp kode pos . 

D ESA , KECAMA TAN . 
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU 

BERITA ACARA PENELITIAN BERKAS 

LAMPIRAN XVIII : 
PERATURAN BUPATI TEGAL 
NOMOR : TAHUN 2019 
TENTANG 
PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU MELALUI MUSYAWARAH DESA. 



f. UMI AZIZAH. 

\ 
. .••........•.................••.•••.••.. ......................•............••. 

Sekretaris Ketua 

Mengetahui 

.............................................. 

PANlTIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU 
DESA , KECAMATAN . 

KABUPATEN TEGAL 

Seksi Penjaringan 

Ketua 

1. Surat Pernyataan akan menerima basil pemilihan Kepala Desa dan tidak 
membuat gangguan ketertiban dan keamanan masyarakat; 

m. Bebas narkotika dan obat terlarang (NARKOBA) dibuktikan dengan surat 
keterangan dari pejabat yang berwenang. 

n. Lulus tes kejiwaan yang dibuktikan dengan surat keterangan lulus tes 
kejiwaan yang dikeluarkan oleh rumah sakit Pemerintah. 

o. Ijin cuti bagi perangkat desa aktif yang akan mencalonkan diri, yang 
clibuktikan surat ijin cuti da.ri Penjabal Kepala desa. 

p. Ijin dari atasan atau pejabat yang berwenang, bagi PNS/ASN, anggota TNI, 
POLRl, karyawan BUMN/BUMD, yang clibuktikan dengan suarat ijin dari 
pembinakepegawaian / atasan/ pejabat yang berwenang dilingkungan kerjanya. 

q. Foto copy surat pengangkatan di lembaga pemerintahan bagi mereka yang 
pemah bekerja/mengabcli dipemerintahan desa setempat. 

r. Pas foto berwama terbaru dengan latar belakang biru benhur, ukuran 4 x 6 
cm, sebanya.k 3 (tiga) lembar. 

s. Pas foto terbaru ukuran post card dcngan latar belakang biru benhur, 
sebanyak 2 (dua) lembar, 

t. Daftar Riwayat Hidup (DRH). 

Adapun hasil selengkapnya sebagai.mana terlampir. 

3. Setelah cliadakan penelitian berkas lamaran dan syarat. administrasi 
sebagaimana d:imaksud cli.atas, m.a.ka Pelamar yang memenuhi syarat dan layak. 
ditetapkan sebagai calon kepala desa antar waktu dan berhak mengikuti 
Pemilihan Kepala Desaantar waktu sebanyak ( ) orang. 

4. Daftar nama calon kepala desa antar waktu yang berhak mengikuti Pemilihan 
kepala desa antar waktu adalah sebagaimana terlampir. 

5. jumlah Pelamar yang mengundurkan diri: ( ) orang. 

6. jumlah pelamar yang tidak memenuhi syarat: ( )orang. 

Demikian Serita Acara i.ni dibuat dengan sebenarnya untuk dapat 
clipergunakan seperlunya. 



' 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal ......... Peraturan Bupati 
Tegal Nomor ..... . Tahun 2019 ten tang Pemilihan Kepala Desa 
antar waktu, Bakal calon yang telah diteliti lamaran dan syarat 
administrasinya serta memenuhi persyaratan ditetapkan sebagai 
calon kepala desa antar waktuoleh Panitia Pemilihan; 

b. bahwa sesuai Berita Acara Penitia Pemilihan Kepala Desa antar 
waktu desa. ......... Kee. . . ... .. .. .. .. .. .. .. . . .. . . Tanggal 
....................... telah dihasilkan bakal calon kepala desa an tar 
waktu yang memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai calon 
kepala desa antar waktu yang berhak mengikuti pemilihan; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 
huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Panitia 
Pemilihan Kepala Desa antar waktu. 

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa 
Tengah; 

2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang 
Desa, sebagaimana telah dirubah dengan PP 47 Tahun 2015 
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 

Mengingat 

KETUA PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU , 

PENETAPAN CALON KEPALA DESA ANTAR WAKTU 
YANG BERHAK MENGIKUTI PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU 

DESA KECAMATAN .. 
KABUPATEN TEGAL 

NOMOR: . 

TENTANG 

KABUPATEN TEGAL 
DESA , KECAMATAN . 

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU 

KABUPATEN TEGAL 
Sekretariat : (ditulis alamat kantor Sekretariat) Telp kode pos . 

D ESA I •••••••••• ' KECAMA TAN . 
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU 

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN 
TENTANG PENETAPAN CALON KADES ANTAR WAKTU YANG BERHAK 

MENGIKUTI PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR W AKTU 

LAMPIRAN XIX : 
PERATURAN BUPATI TEGAL 
NOMOR: TAHUN 2019 
TENTANG 
PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU MELALUI MUSYAWARAH DESA. 



3. Camat di ; 
4. Ketua BPD Desa . 
5. Arsip. 

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikankepada Yth. : 
1. Bupati Tegal di Slawi; 
2. Kepala Dispermasdes Kab. 

Te gal; 

................................... 
ttd/cap 

Ditetapkan di . 
pada tanggal . 

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR 
WAKTU 

DESA KECAMATAN . 
KABUPATEN TEGAL 

Ketua 

Keputusan ini mulai berla.ku pada tanggal clitetapkan. KEDUA 

Mereka yang namanya tersebut dalam kolom 2 (dua) Daftar Lampiran 
Keputusan ini sebagai Calon Kepala Desa antar wa.ktu, 
Desa , Kecamatan , Kabupaten Tegal, dan berhak 
untuk mengi.kuti Pemilihan Kepala Desa antar waktu yang a.kan 
dilaksana.kan pada tanggal . 

Menetapkan : 
KESATU 

MEMUTUSKAN 

2015 Tentang Peraturan Pela.ksanaan Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 2014 Tentang Desa; 

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomo 112 Tahun 2014 tentang 
Pemilihan Kepala Desa yang telah cliubah dengan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang perubahan 
atas Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan 
Kepala Desa; 

5. Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 Tentang 
Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 
2014 Tentang Pemilihan kepala Desa; 

6. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2015 tentang 
Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa 
sebagaimana telah cliubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten 
Tegal Nomor 14 Tahun 2016 tentangPerubahan atas Peraturan 
Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2015 tentang Kepala 
Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa; 

7. Peraturan Bupati Tegal Nomor ..... Tahun 2019 ten tang Pemilihan 
Kepala Desa antar waktu. 



..••.••............................•• , 

PANlTIA PEMILTHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU 
DESA , KECAMATAN . 

KABUPATEN TEGAL, 
Ketua 

ttd/cap 

Nama 
No. Tempat Tanggal Lahir Pendiclikan Alarnat Keterangan 

(Umur) 
1 2 3 4 5 

l 

2 

3 

4 

5 

DAFTAR NAMA CALON KEPALA DESAANTAR WAKTU 
YANG BERHAK MENGIKUTI PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU 

DESA KECAMATAN . 
KABUPATEN TEGAL 

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN 
KEPALA DESA ANTAR WAKTU 
DESA I<:EC . 
NOMOR : . 
TANGGAL: . 

LAMPI RAN 



r UMI AZIZAH. 

Sekretaris Ketua 

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU 
DESA , KECAMATAN . 

KABUPATEN TEGAL 

BERITA ACARA 
Pada hari ini tanggal............ .. .. . . bulan . 

tahun , Panitia Pemilihan Kepala Desa an tar waktu, Desa , 
Kecamatan , Kabupaten Tegal, telah melaksanakan undian nomor urut 
bagi Calon Kepala Desa antar waktu yang berhak mengiku ti Pemilihan Kepala Desa 
an tar waktu, Desa Kecarnatan Kabupaten 
Tegal. 

Adapun basil unclian penetapan nomor urut untuk masing-masing Calon 
Kepala Desa antar waktu adalah sebagai berikut : 
1. Sdr dengan n omor uru t .. 
2. Sdr dengan nomor urut . 
3. Sd.r dengan. nomor urut . 

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya clan untuk dapat 
dipergucakan seperlunya. 

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU 
DESA , I<ECAMATAN . 

I<ABUPATEN TEGAL 
Sekretariat : ....... (ditulis alamat kantor Sekretariat] Telp .... kode pos ....... 

BERITA ACARA 
PENETAPAN NOMOR URUT CALON 

LAMPfRAN XX : 
PERATURAN BUPATl TEGAL 
NOMOR: TAHUN 2019 
TENTANG 
PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU MELALUl MUSYAWARAH DESA. 



Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa 
Tengah; 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal ....... ayat..... Peraturan 
Bupati Tegal Nomor . . ... . Tahun 2019 tentang Kepala Desa An tar 
Waktu, setelah penetapan Calon Kepala desa yang berhak 
mengikuti pemilihan kepala desa antar waktu, perlu cliadakan 
pengunclian nomor urut calon; 

b. bahwa sesuai Berita Acara Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar 
Waktu, desa Kec. . tan.ggal 
....................... telah clilaksanakan pengunclian nomor urut calon 
kepala desa antar waktu yang berhak mengikuti pemilihan kepala 
desa antar waktu, desa Kecamatan. . 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana climaksud pada 
huruf a dan b di atas, perlu clitetapkan Keputusan Panitia 
Pemilihan Kepala Desa antar waktu tentan.g penetapan nomor urut 
calon kepala desa an tar waktu Desa...... .. Kecamatan . 
~pµp~ten T~gal. 

KETUA PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU 
DESA •.•............• 

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA . 

PENETAPAN UNDIAN NOMOR URUT CALON KEPALA DESA ANTAR WAKTU 
DALAM PILKADES ANTAR WAKTU HASIL MUSYAWARAH DESA 

DESA ..••.••••.........•.•..• KECAMATAN •.•••••.•.••• 
KABUPATEN TEGAL 

TENTANG 

NOMOR: . 

KABUPATEN TEGAL 
DESA , KECAMATAN . 

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU 

KABUPATEN TEGAL 
Sekretariat : (ditulis alamat kantor Sekretariat) Telp kode pos . 

D ESA , KECAMA TAN . 
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU 

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU 
TENTANG PENETAPAN HASIL PENGUNDIAN NOMOR URUT CALON 

LAMPIRAN XXI : 
PERATURAN BUPATI TEGAL 
NOMOR : TAHUN 2019 
TENTANG 
PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU MELALUI MUSYAWARAH DESA. 



TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikankepada Yth. : 
1. Kepala Dispermasdes Kab. Tegal; 
2. lnspektur Inspektorat Kab. Tegal; 
3. Cam.at di ; 
4. Arsip. 

................................... 
ttd/cap 

KABUPATEN TEGAL 
Ketua 

DESA KECAMATAN . 
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU 

Ditetapkan di . 
pada tanggal .. 

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. KEDUA: 

Calon kepala desaAntar Waktu yang namanya tersebut dalam kolom 
2 (dua) Daftar Lampiran Keputusan ini dengan nomor urut calon 
sebagaimana dalam kolom 5 (Lima). 

Menetapkan : 
PERTAMA 

MEMUTUSKAN 

2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; 
3.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang 
Desa, sebagaimana telah dirubah dengan PP 47 Tahun 2015 
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 
2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 2014 Tentang Desa; 

4.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomo 112 Tahun 2014 tentang 
Pemilihan Kepala Desa yang telah diubah dengan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang perubahan 
atas Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan 
Kepala Desa; 

5.Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2015 
tentangKepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan 
Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Tegal Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan atas 
Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2015 tentang 
Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa; 

6. Peraturan Bupati Tegal Nomor .. .. .... Tahun 2018 ten tang Kepala 
Desa. 

7 .Peraturan Bupati Tegal Nomor ........ Tahun 2019 tentang Pemilihan 
Kepala Desa antar waktu. 



r UMI AZIZAH. 

PANITlA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU 

DESA , KECAMATAN . 
KABUPATEN TEGAL, 

Kclua 
ttd/cap 

No. Nama Perididikan Alam at Nomor Urut Caton Kenala Desa 
1 2 3 4 5 
1. 

- - ·- - 2. 

3. 

4. 
5. 

DAFTAR UNDIAN NOMOR URUT CALON KEPALA DESA ANTAR WAKTU 
DESA KECAMATAN . 

I<ABUPATEN TEGAL 

LAMPIRAN : KEPUTUSAN PANITlA PEMJUHAN KEPALA 
DESA ANTAR WAKTU HASIL 
MUSYAWARAH DESA 
DESA KEC . 
NOMOR : . 
TANGGAL: .. 



······························· 

Yang Menerima 
................ , . 

Nam a 
Alamat: 

Tanda terirna 
Surat Pengembalian Berkas 

.................................. 
---------------------------------------------------- .Potoll!}cli.sin.i------------ -------------------------- 

Diterirna 
Tanggal . 

PANITIA PEMILIHAN KEPALA OESA 
ANTAR WAKTU MELALUI MUSYAWARAH OESA 
OESA KECAMATAN . 

KABUPATEN TEGAL 
Ketua Yang Menerima 

Demikian untuk menjadikan perhatian, atas kehadirannya 
disampaikan terma kaeih. 

Keterangan 
1. Hadir dengan membawa Surat Undangan ini; 
2. Kehadiran rnewakili unsur . 

Rapat musyawarah pernilihan kepala desa antar waktu 
Desa Kecamatan Ka bu paten Tegal. 

kehadiran 
Tern oat 

atas Mengharap dengan honnat 
Bapak/lbu/Saudara/Saudari besok pada: 
Hari 
Tanggal 
Waktu/jam 
Tempat 
Acara 

Kepada 
Yth.Sdr . 

di- 
: 005 / Pan Pilkades/ / . 
: Undangan 

Nomor 
Perihal 

.............. , . 

PANlTlA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU MELALUI MUSYAWARAH DESA 
DESA , KECAMATAN KABUPATEN TEGAL 

Sekretariat : (ditulis alamat kantor Sekretariat] Telp kode pos . 

SURAT PEMBERlTAHUAN/SURAT UNDANGAN DAN BUKTI PENERIMAAN 

LAMPIRAN XXII : 
PERATURAN BUPATI TEGAL 
NOMOR : TAHUN 2019 
TENT ANG 
PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU MELALUI MUSYAWARAH DESA. 



Sekretaris Ketua 

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA 
DESA , KECAMATAN . 

KABUPATEN TEGAL 

Pada hari ini tanggal. bulan . 
tahun , telah diselenggarakan musyawarah desa untuk 
menetapkan perwakilan rnasyarakat dari berbagai 
unsur/komponen/kelompok dalam PILKADES antar waktu, yang dihadiri 
Pemerintah Desa , Anggota BPD dan perwakilan unsur rnasyarakat 
sebagainna daftar hadir terlampir. 
Adapun hasil musyawarah telah menyepakati hal-hal sebagai berikut: 
a. unsur / komponen atau kelompok masyarakat yang ada di Desa . 

terdiri dari . 
b. jurnlah perwakilan sebanyak ( ) orang, dengan rincian 

masing-masing unsur /komponen a tau kelompok sebanyak i- ) 
orang. 

c. Nama - nama perwakilan adalah sebagai berikut : 
2. Sdr . 
3. Sdr . 
4. Dst . 

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk 
dapat dipergunakan seperlunya. 

BERITA ACARA 
MUSYAWARAH PENETAPAN PERWAKILAN MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN 

KEPALA DESA ANTAR WAKTUMELALU1 MUSYAWARAH DESA 
DESA KECAMATAN . 

LAMPIRAN XXJII : 
PERATURAN BUPATJ TEGAL 
NOMOR: TAHUN 2019 
TENT ANG 
PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU MELALlTI MUSYAWARAH DESA. 



Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal ....... ayat..... Peraturan 
Bupati Tegal Nomor .. ... . Tahun 2019 ten tang Pemilihan Kepala 
Desa antar waktu pelaksanaanya dilakukan dengan musyawarah 
yang diikuti oleh perwakilan masyarakat yang berasal dari semua 
unsur atau komponen atau kelompok yang ada di desa yang b 
ersangkutan; 

b. bahwa berdasarkan basil musyawarah desa yang diselenggarakan 
oleh pemerintah desa dan BPD pada tanggal .. 
sebagaimana hasilnya tertuang dalam berita acara terlampir, telah 
disepakati unsur atau komponen atau kelompok masyarakat dan 
jumlahnya yang akan menjadi perwakilan dalam pemilihan kepala 
desa antar waktu, sebagaimana nama, alamat dan keterwakilan 
dari unsur /komponen/kelompok masyarakat terlampir. 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 
huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan Keputusan Badan 
Permusyawaratan Desa ........ tentang penetapan jumlah dan 
perwakilan masyarakat yang akan mewakili dalam pemilihan 
kepala desa an tar waktu desa .. Kecamatan . 
Kabupaten Tegal. 

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa 
Tengah; 

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA . 

PENETAPAN UNSUR/KOMPONEN/KELOMPOK MASYARAKAT YANG MEWAKILI 
DALAM PEMIUHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTUMELALUI MUSYAWARAH DESA 

DESA KECAMATAN KABUPATEN TEGAL 

TENTANG 

KABUPATEN TEGAL 

NOMOR: . 

DESA , KECAMATAN .•...•..•........•... 

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA 

KABUPATEN TEGAL 
Selaetariat : ....... (ditulis alamat kantor Selaetariat) Telp .... kode pos ....... 

DESA , KECAMATAN ...................•.... 
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) 

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA 
TENTANG PENETAPAN UNSUR/KOMPONEN/KELOMPOK MASYARAKAT 

YANG MEWAKILI DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTUMELALUI 
MUSYAWARAH DESA 

LAMPIRAN XXIV : 
PERATURAN BUPATI TEGAL 
NOMOR: TAHUN 2019 
TENTANG 
PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU MELALUI MUSYAWARAH DESA. 



4. Arsip. 
3. Camat di ; 

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikankepada Yth. : 
l.Kepala Dispermasdes Kab. Tega!; 
2. Inspektur lnspektorat Kab. Tegal; 

. ············· ····· . 
ttd/cap 

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA 
ANTAR WAKTU MELALUI MUSYAWARAH DESA 

DESA KECAMATAN . 
KABUPATEN TEGAL 

Ketua 

Ditetapkan di . 
pada tanggal . 

KETIGA Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Menetapkan : 
KESATU Jumlah dan unsur atau komponen atau kelompok masyarakat yang 

ada di desa sebagai wakil dalam pemilihan kepala desa antar 
waktu desa Kecamatan Kabupaten tegal, sebanyak 
....... ( ) orang. 

KEDUA nama-nama unsur /komponen atau kelompok masyarakat 
sebagaim.ana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagaimana 
terlampir dalam keputusan ini . 

MEMUTUSKAN 

2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; 
3.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang 
Desa, sebagaim.ana telah clirubah dengan PP 47 Tahun 2015 
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 
2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 2014 Tentang Desa; 

4.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomo 112 Tahun 2014 tentang 
Pemilihan Kepala Desa yang telah diubah dengan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang perubahan 
atas Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan 
Kepala Desa; 

5. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2015 
tentangKepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan 
Desa sebagaim.ana telah diubah dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Tega! Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan atas 
Peraturan Daerah Kabupaten Tega! Nomor 6 Tahun 2015 tentang 
Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan PermusyawaratanDesa; 

6. Peraturan Bupati Tegal Nomor ..... ... Tahun 2018 ten tang Kepala 
Desa. 

7. Peraturan Bupati Tegal Nomor Tahun 2019 ten tang Pemilihan 
Kepala Desa antar waktu. 



<'( UMI AZIZAH. 

••·······•••••········••••·••·•·•••··· 

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA 
DESA , KECAMATAN . 

KABUPATEN TEGAL, 
Ketua 
ttd/cap 

No. Nama Pendidikan Alam.at Dari unsur Calon Kepala Desa 
1 2 3 4 5 

1 

2 

3 

4 

5 

DAFfAR NAMA UNSUR/KOMPONEN/KELOMPOK MASYARAKATYANG 
MEWAKILI DALAM PEMJL1HAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU 

MELALUI MUSYAWARAH DESA 
DESA KECAMATAN . 

KABUPATEN TEGAL 

LAMPIRAN: KEPUTUSAN SADAN PERMUSYAWARATAN 
DESA 
DESA KEC . 
NOMOR : . 
TANGGAL: . 



i UMI AZIZAH. 

Sekretaris Kerua, 

Rapat pemilihan berjalan dengan arnan, tertib dan lancar sesuai 
dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, setelah dilaksanakan 
semua urutan acara clan dibacakan tata tertib, dilanjutkan dengan 
musyawarah Pemilih kepala Desa yang adakan oleh BPD dan teknisnya 
dilaksananakan oleh Panitia pemilihan, dimulai pada jam WIB dan 
berakhir pada jam W1B. 

Demikian Serita Acara ini dibuat dengan sebenamya dan untuk dapat 
dipergunakan seperlunya. 

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU 
MELALUI MUSYAWARAH DESA 

DESA , KECAMATAN KABUPATEN TEGAL 

Pada hari ini tanggal............. bulan . 
ta.bun.............. , jam 08.00 Wib sampai dengan jam WIB Panitia 
Pem.ilihan Kepala Desa antar waktu melalui musyawarah Desa, Desa 
..................... , Kecamatan , Kabupaten Tegal, telah mengadakan 
rapat Pemilihan Kepala Desa an tar waktu,desa . 
Kecamatan Kabupaten Tegal yang pelaksanaannya 
dengan musyawarah mufakat/ dengan pemungutan suara ( pilih salah satu). 

BERITA ACARA 

BERITA ACARA RAPAT PEMILIHAN KEPALA DESA 
ANTAR WAKTU MELALUI MUSYAWARAH DESA 

LAMPIRAN X:XV : 
PERATURAN BUPAT1 TEGAL 
NOMOR: TAHUN 2019 
TENT ANG 
PEMTLfHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU MELALUI MUSYAWARAH DESA. 



1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa 
Tengah; 

2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 
Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang 
Desa, sebagaimana telah dirubah dengan PP 47 Tahun 2015 
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 
2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 2014 Tentang Desa; 

Mengingat 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan basil pemilihan kepala desa antar waktu 
dengan musyawarah telah menghasilkan kesepakatan Sdr . 
.................... calon kepala desa antar waktu dipilih sebagai 
kepala desa an tar waktu desa ....... Kecam.atan... ... ... .•• .•• ( atau ) 
berdasarkan pemilihan kepala desa antar waktu yang 
dilaksanakan dengan pemungutan suara, Sdr calon 
kepala desa antar waktu dinyatakan memperoleh suara 
terbanyak; 

b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal Peraturan Bupati 
Tegal Nomor 2019 Ten tang Pemilihan Kepala Desa an tar 
waktu, perlu menetapkan Sdr sebagai calon 
Kepala desa antar waktu terpilih, pemilihan kepala Desa antar 
waktu desa , Kecamatan Kabupaten Tegal; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 
huruf a dan b di atas, dipandang perlu menetapkan 
Sdr , sebagai Calon Kepala Desa an tar waktu Terpilih 
Pemilihan Kepala Desa antar waktu , 
Kecam.atan , Kabupaten Tegal dengan Keputusan 
Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu. 

NOMOR: . 

TENTANG 
PENETAPAN Sdr SEBAGAI CALON KEPALA DESA ANTAR WAKTU 

TERPILIH PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU DESA , 
KECAMATAN , 

KABUPATEN TEGAL 

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU DESA .•..••..••.• 

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN DESA ANTAR WAKTU 
DESA , KECAMATAN . 

KABUPATEN TEGAL 

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU 
KECAMATAN KABUPATEN TEGAL 

Jalan •••..........•............. No Telp Kode Pos . 

KEPUTUSAN PANITIA TENTANG PENETAPAN 
CALON KEPALA DESA ANTAR WAKTU TERPILIH 

LAMPIRAN XXVI : 
PERATURAN BUPATI TEGAL 
NOMOR: TAHUN 2019 
TENTANG 
PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU MELALUI MUSYAWARAH DESA. 



TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth. : 
1. Bupati Tegal di Slawi; 
2. Kepala Dispermasdes Kab. Tegal ; 
3. Inspek:tur, Inspektorat Kab. Tegal; 
4. Kepala Bagian Pemerintahan Desa Kab. Tegal; 
5. Ca.mat di ; 
6. BPD Desa Kee ; 
7. Arsip. 

.... .,_ . 
Ttd/cap 

Ketua 

PANITIA PEMlLIHAN KEPALA DESA ANTAR 
WAKTU MELALUI MUSYAWARAH DESA 
DESA KECAMATAN . 

KABUPATEN TEGAL 

Ditetapkan di . 
pada tanggal . 

Nama 
Tempat / Tanggal Lahir 
J enis Kelamin 
Pendidikan 
Agama 
Tempat 1'inggal 
sebagai Caton Kepala Desa antar waktu Terpilih dalam pemilihan 
Kepala Desa antar waktu, Desa , Kecamatan , 
Kabupaten Tegal. 
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

MEMUTUSKAN: 
Desa. 

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomo 112 Tahun 2014 tentang 
Pemilihan Kepala Desa yang telah cliubah denhgan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 Tentang Perubahan 
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 
Tentang Pemilihan Kepala Desa; 

5. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2015 tentang 
Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten 
Tegal Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan 
Daerah Kabupaten Tega! Nomor 6 Tahun 2015 tentang Kepala 
Desa, Perangkat Desa dan Badan Pennusyawaratan Desa; 

6. Peraturan Bupati Tegal Nomor Tahun 2018 tentang Kepala 
Desa. 

7. Peraturan Bupati Tega! Nomor Tahun 2019 tentang 
Pemilihan Kepala Desa antar waktu melalui hasil musyawarah 

KEDUA 

Menetapkan: 
KESATU 



1 UMI AZIZAH. 

Sekretaris Ketua, 

PANlTTA PEM(LTHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU 
MELALUI MUSYAWARAH DESA 

DESA , KECAMATAN KABUPATEN TEGAL 

Pada harl ini tanggal.. bulan...... .. . . . . tahun , 
rnulai jam 08.00 Wib sarnpai dengan jam WlB Panitia pernilihan kepala desa 
antar waktu desa telah melaksanakan uji kompetensi bagi calon kepala desa 
antar waktu yang berdasarkan musyawarah pemilihan kepala desa antar waktu 
dilaksnakan dengan penghitungan suara dan yang bersangkutan memperoleh suara 
terbanyak yang sama. 

Bahwa berdasarkan penilian terhadap materi uji kompetensi, diperoleh hasil 
sebagai berikut: 
1. Sdr memperoleh nilai total ( ); 
2. Sdr memperoleh nilai total ( ); 
3. Sdr memperoleh nilai total ( ); 

Bahwa berdasarkan pcrolehan nilai total tersebut diatas, sdr . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . dinyar.akan sebagai cal on kepala desa antar waktu terpilih dan perlu 
segera ditetapkan dengan keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu. 

Demikian Serita Acara ini dibuat dengan sebenarnya clan un tuk dapat 
dipergunakan seperlunya. 

BERITA ACARA 

SERITA ACARA SELEKSI HASIL UJI KOMPETENSI CALON KEPALA DESA 
ANTAR WAKTU PEMILIHAN KEPALA DESAANTAR WAKTU 

MELALUI MUSYAWARAH DESA 
DESA KECAMATAN . 

LAMPIRAN XXVII : 
PERATURAN BUPATI TEGAL 
NOMOR: TAHUN 2019 
TENTANG 
PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU MELALUI MUSYAWARAH DESA. 



Menimbang : a. bahwa berdasarkan berita acara hasil uji kompetensi terhadap 
calon kepala desa anatar waktu desa Klecamatan 
............... tanggal telah ditetapkan hasilnya; 

b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal Peraturan Bupati 
Tegal Nomor 2019 Ten tang Pemilihan Kepala Desa an tar 
waktu, perlu menetapkan hasil uji kompetensi sebagaimana 
dimaksud pada huruf a; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a dan b di atas, dipandang perlu menetapkan hasil 
uji kompetensi calon kades antar waktu pemilihan kepala desa 
antar waktu desa Kecamatan dengan Keputusan 
Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu. 

Mengingat 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-daerah Kabupaten dalam Llngkungan Propinsi Jawa 
Tengah; 

2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang 
Desa, sebagaimana telah dirubah dengan PP 47 Tahun 2015 
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 
2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 2014 Tentang Desa; 

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomo 112 Tahun 2014 tentang 
Pemilihan Kepala Desa yang telah diubah denhgan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 Tentang Perubahan 
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 
Tentang Pemilihan Kepala Desa; 

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU DESA . 
........................... , KABUPATEN TEGAL 

TENTANG 
PENETAPAN HASIL UJI KOMPETENSI CALON KEPALA DESA NATAR WAKTU 

PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU ......•.••..•••.......•. , KECAMATAN 

NOMOR: . 

KABUPATEN TEGAL 
DESA , KECAMATAN •..•..•..•..•.... 

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN DESA ANTAR WAKTU 

Jalan. No Telp Kode Pos . 

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU 
KECAMATAN KABUPATEN TEGAL 

KEPUTUSAN PANITIA TENTANG PENETAPAN 
HASIL UJI KOMPETENSI CALON KEPALA DESA ANTAR WAKTU 

DESA ....•...........•... KECAMATAN . 

LAMPIRAN XXVIII : 
PERATURAN BUPATI TEGAL 
NOMOR: TAHUN 2019 
TENTANG 
PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU MELALUI MUSYAWARAH DESA. 



f- UMI AZIZAH. 

TEMBUSAN : Keputusan ini disarnpaikan kepada Yth. : 
1. Bupati Tegal di Slawi; 
2. Kepala Disperrnasdes Kab. Tega] ; 
3. Inspektur, Inspektorat Kab. Tegal; 
4. Kepala Bagian Pemer:lntahan Desa Kab. Tegal; 
5. Camat di ; 
6. BPD Desa Kee ; 
7. Arsip. 

.................................. 

PANITJA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU 
DESA KECAMATAN . 

KABUPATEN TEGAL 
Ketua 

Ttd/cap 

Ditetapkan di . 
pad a tanggal . 

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ctitetapkan. 

Nilai total materi uji kompetensi yang diperoleh calon kepala desa 
an tar aktu pernilihan kepala desa an tar waktu desa yang 
cliselenggarakan dengan pemungutan suara. 
Nilai sebagaimana dimaksud pada Dikturn KESATU adalah sebagai 
berikut: 
1. Sdr dengan nilai Total ( ); 
2. Sdr dengan nilai Total ( ); 
3. Sdr dengan nilai Total ( ); 
berdasarkan peroleban nilai sebagaimana climaksud pada Diktum 
KEDUA, Sdr clinyatakan sebagai calon Kepala Desa antar 
waktu yang memperoleh nilai tertinggi dan berhak ditetapkan sebagai 
calon kepala desa antar waktu terpilih pemilihan kepala desa antar 
waktu desa Kecamatan Kabupaten Tegal. 

MEMUTUSKAN 

5. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2015 tentang 
Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, 
sebagairnana telah diu bah dengan Peraturan Daerah Ka bu paten 
Tegal Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan 
Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2015 tentang Kepala 
Desa, Perangkat Desa dan Badan Pennusyawaratab Desa; 

6. Peraturan Bupati Tegal Nomor. Tahun 2018 tentang Kepala 
Desa. 

7. Peraturan Bupati Tegal Nomor Tahun 2019 tentang 
Pemilihan Kepala Desa antar waktu. 

KEEMPAT 

KETIGA 

KE DUA 

Menetapkan : 
KESATU 



Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa 
Tengah; Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 
Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang 
Desa, sebagaimana telah dirubah dengan PP 47 Tahun 2015 
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 
2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 2014 Tentang Desa; 

Menimbang : a. bahwa pelaksanaan pemilihan kepala desa antar waktu harus 
dapat dilaksanakan dengan bebas, rahasia, jujur dan adil, serta 
demokratis. 

b. bahwa karena situasi clan kondisi di Desa wilayah desa. yang 
sangat tidakm memungkinkan dilaksanakan atau dilanjutkannya 
proses atau tahapan pemilihan kepala desa antar waktu, maka 
untuk mengantisipasi situasi yang semakin tidak menguntungkan 
bagi desa dan warga desa ......... , dipandang perlu untuk 
menghentikan sementara proses pemilihan Kepala desa antar 
waktu. 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 
huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan Keputusan Panitia 
Pemilihan Kepala Desa tentang penghentian proses pemilihan 
kepala desa di desa Kecamatan . 

KETUA PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA , 

DESA KECAMATAN . 
KABUPATEN TEGAL 

TENTANG 

PENGHENTIAN PROSES PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU 
KARENA KEADAAN FORCE MAJEUR 

NOMOR: . 

KABUPATEN TEGAL 
DESA , KECAMATAN . 

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA 

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN 
TENTANG PENGHENTIAN PILKADES ANTAR WAKTU 

KARENA KEADAAN FORCE MAJEUR 

LAMPIRAN XXIX : 
PERATURAN BUPATI TEGAL 
NOMOR: TAHUN 2019 
TENTANG 
PEMILIHAN KEPALA DESAANTAR WAKTU MELALUI MUSYAWARAH DESA. 



TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth. : 
1. Bupati Tegal di Slawi; 
2. Kepala Dispermasdes Kab. Tegal; 
3. lnspektur Inspektorat Kab. Tegal; 
4. Kepala Bagian Pemerintahao Desa Setda Kab. Tegal; 
5. Camat di ; 
6. Ketua BPD Desa . 
7. Arsip. 

..................................... 

Ketua 

PANlTlA PEMILlHAN KEPALA DESA 
DESA KECAMATAN . 

KABUPATEN TEGAL 

Ditetapkan di . 
pada tanggal . 

Kepu tusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan KEEMPAT 

KEDUA 

PERTAMA menghentikan untuk sementara proses pemilihan kepala desa 
antar waktu Desa Kecamatan Kabupaten Tegal. 
dengan adanya penghentian tersebut dalan Diktum KESATU, akan 
segera melaporkan kepada BPD desa . 
kelanjutan proses Pemilihan kepala desa akan dilaksanakan 
setelah situasi di desa memungkinkan dari situasi kemanan 
secara umum. 

I<ETIGA 

Menetapkan : 

MEMUTUSKAN: 

3. Peraturan Menteri Dala.m Negeri Nomo 112 Tahun 2014 tentang 
Pemilihan Kepala Desa yang telah diubah denhgan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 Tentang Perubahan 
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 
Tentang Pemilihan Kepala Desa; 

4. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2015 
tentangKepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan 
Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Tegal Nomor 14 Tahun 2016 tentangPerubahan atas 
Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2015 tentang 
Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa; 

5. Peraturan Bupati Tegal Nomor Tahun 2018 tentang Kepala 
Desa. 

6. Peraturan Bupati Tega! Nomor . . . . .. . . Tahun 2019 ten tang 
Pemilihan Kepala Desa an tar waktu. 



~ UM! AZIZAH. 

4 . 
5. 

l . 
2. 
3. 

SAKSI-SAKSI CALON: 

a. Ketua . 
b. Sekretaris . 
c. Anggota . 
d. st. 

PANlTIA PEMILIHAN KEPALA DESA 
ANTAR WAKTU MELALUI HASIL MUSYAWARAH 

DESA KECAMATAN . 

.•••......... , •............. , .............•...• 

NO NAMA/NO.URUT PEROLEHAN SUARA JUMLAH 

1 

2 

3 

4 

s 

LEMBAR PENGHlTUNGAN SUARA 

LAMPIRAN XXX : 
PERATURAN BUPATI TEGAL 
NOMOR : TAHUN 2019 
TENTANG 
PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU MELALUI MUSYAWARAH DESA. 



dinyatakan sebagai calon kepala desa antar waktu yang 
memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan kepala desa antar 
waktu Desa •......•...... , Kecamatan Kabupaten Tegal, 
dengan perolehan suara sebanyak suara; 

b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal Peraturan Bupati 
Tegal Nomor . ..• . . 2019 Ten tang Kepala Desa, perlu 
menetapkan Sdr sebagai calon Kepala desa 
terpilih, pemilihan kepala Desa .......••.••.• , Kecamatan 
..••...•...... Kabupaten Tegal; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana d.imaksud 
pada huruf a dan b di atas, dipandang perlu menetapkan 
Sdr .•..•..•....•..... , sebagai Calon Kepala Desa Terpilih Pemilihan 
Kepala Desa , Kecamatan •......•.......•.•..•. , Kabupaten 
Tegal dengan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa. 

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa 
Tengah; 

2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang 
Desa, sebagaimana telah clirubah dengan PP 47 Tahun 2015 
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 
2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 2014 Tentang Desa; 

Mengingat 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil penghitungan suara sebagaimana 
tertuang dalam berita acara penghitungan suara tanggal 
. . . . .. . . .. . . . . bulan...... .. . tahun . . . . •. . .. . Sdr. . . . . . . . . . . . . . . . . telah 

KABUPATEN TEGAL 

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU DESA ......•..•.. 

DESA I ••••••••••••• ' KECAMATAN •...•......•...•.••.•...... , 

TENTANG 
PENETAPAN Sdr ..••...•........•.•.• SEBAGAI CALON KEPALA DESA ANTAR WAKTU 
TERPILIH PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU MELALUI MUSYAWARAH 

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN DESA ANTAR WAKTU 
MELALUI MUSYAWARAH DESA 

DESA .••..•....... , KECAMATAN KABUPATEN TEGAL 

NOMOR: ....•.........•• 

Jal.an No Telp Kode Pos . 

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU 
MELALUI MUSYAWARAH DESA 

KECAMATAN KABUPATEN TEGAL 

KEPUTUSAN PANITIA TENTANG PENETAPAN 
CALON YANG MEMPEROLEH SUARA TERBANYAK 

LAMPIRAN XXXI : 
PERATURAN BUPATI TEGAL 
NOMOR: TAHUN 2019 
TENTANG 
PEMILIHAN KEPALA DESAANTAR WAKTU MELALUI MUSYAWARAH DESA. 



i UMI AZIZAH. 

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth. : 
1. Bupati Tegal di Slawi; 
2. Kepala Dispermasdes Kab, Tegal; 
3. Inspektur, Inspektorat Kab. Tegal; 
4. Kepala Bagian Desa Pemerintan Desa; 
5. Camat di ; 
6. BPD Desa Kee . 

.................................... 

Ttd/cap 

Ketua 

PANITIA PEMILlHAN KEPALA DESA . 
DESA KECAMATAN . 

KABUPATEN TEGA!.. 

Ditetapkan di . 
pad a tanggal . 

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. KE DUA 

Nama 
Tempat / Tanggal Lahir 
Jenis Kelamin 
Pendidikan 
Agama 
Tempat Tinggal 
sebagai Calon Kepala Desa Antar Waktu Terpilih dalam pemilihan 
Kepala Desa, Desa , Kecamatan , Kabupaten Tegal. 

Menetapkan : 
KESATT_T 

MEMUTUSKAN 

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomo 112 Tahun 2014 tentang 
Pemilihan Kepala Desa yang telah cliubah denhgan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 Tentang Perubahan 
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 
Tentang Pemilihan Kepala Desa; 

5. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2015 tentang 
Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten 
Tegal Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan 
Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2015 ten tang Kepala 
Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratab Desa; 

6. Peraturan Bupati Tegal Nomor Tahun 2018 tentang Kepala 
Desa. 

7. Peraturan Bupati Tegal Nomor Tahun 2019 tentang 
Pemilihan Kepala Desa antar waktu. 
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